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A. Pendahuluan

Mengkaji hubungan antara pemerintah Pusat dan pamdeDaerah, dalam sejarah
ketatanegaraan Republik Indonesia senantiasa rkerddya tarik tersendiri. Hal ini
membuktikan bahwa masalah hubungan antara PusatDdarah yang berlangsung
selama ini masih mencari bentuk, dan oleh karanhdtbagai upaya untuk menemukan
format yang ideal dan tepat, terus dikaji. Dihasaplka telah ditemukan format ideal
dan tepat, maka hubungan itu dapat menjamin tetgpkhya negara kesatuan RI
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Muhamanuadiia 2006: 1).

Sejarah ketatanegaraan Rl menunjukkan da®lvelum UUD 1945 diamandemen,
persoalan hubungan antara Pusat dan Daerah satadagetas. Hal ini disebabkan Pasal
18 UUD 1945 beserta penjelasannya yang merupakadadan hukum mengenai
pemerintahan daerah, bukan hanya terlalu sederhatapi juga tidak memberikan
arahan yang jelas mengenai bagaimana hubunganaafasat dan daerah itu
dilaksanakan.

Berdasar ketentuan pasal 18 UUD 1945ktiddalu jelas dengan cara dan proses
bagaimanakah hubungan antara Pusat dan Daeraliaksahakan. Namun demikian,
setidaknya dapat diketahui secara pasti bahwa ahldyegara Kesatuan Rl akan dibagi
dalam daerah besar dan daerah kecil, yang dalanernmeptasinya yang dimaksud
dengan daerah besar adalah provinsi, daerah keéalala kabupaten/kota dan satuan
wilayah lainnya.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari rusnu®asal 18 UUD 1945, adalah bahwa
negara Rl adalah negara kesatuan dengan sistemtradisgk. Penentuan pilihan sebagai
negara kesatuan dengan sistem desentralistik ipdag membawa konsekuensi adanya
urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegakéqzada satuan pemerintahan yang
lebih kecil. Atau dengan perkataan lain piliharsédut menjadi titik pangkal keharusan

adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungama &usat dan Daerah.



Pembagian urusan, tugas dan fungsi sarggteg jawab antara Pusat dan Daerah
menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pataban diselenggarakan oleh
Pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluapad& Daerah untuk berusaha
mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan peatem sendiri. Dengan demikian
pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah,pakaru permasalahan yang
memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif dzsponsif terhadap tuntutan
kemandirian dan perkembangan daerah.

Sejarah juga mencatat, bahwa hubunganraanfusat dan Daerah sangat
dipengaruhi oleh adanya tarik menarik antara kepgahm Pusat yang cenderung
sentralistik dan tuntutan Daerah yang menghendaekemtralistik. Keadaan tersebut
berakibat timbulnya ketidak serasian hubungan arRasat dan Daerabh.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 20@ftang pemerintahan daerah,
berarti sampai saat ini telah ada tujuh UU yanggaam pemerintahan daerah. Ketujuh
UU tersebut adalah:

a. UU No.1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional daerah.

b. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan daerah

c. UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerimtdeerah.
d. UU No. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahamabae

e. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di daerah.

f. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

g. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Dasar Pemikiran Perlunya Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerindahatl berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menwag atonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkank umempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelaygpemberdayaan, dan peran serta
masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,erdh diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatian puesiokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan serta potensi darekaagaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU NO. 32/2004)



Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatifisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikabpungan antar susunan
pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, patanskeanekaragaman daerah. Agar
mampu menjalankan perannya tersebut, daerah dipefdewenangan yang seluas-
luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewaittsaryelenggarakan otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerinaigana.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prirginomi seluas-lusnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatmasurusan pemerintahan di
luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yandgapken dalam UU ini. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah umeiknberi pelayanan, peningkatan
peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyaeakgtbertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. (UU NO. 32/2004).

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksamgkda prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalatusmansip bahwa untuk menangani
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugagenang, dan keawjiban yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumitding jdan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian risjetiés otonomi bagi setiap daerah
tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapug gtanaksud dengan otonomi yang
bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam pemggéraannya harus benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otongemig pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesgjahtrakyat yang merupakan
bagian utama dari tujuan nasional. (UU NO. 32/2004)

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menj&eserasian hubungan antara
Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membakgrjia sama antar-Daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan nmem&egmpangan antar daerah. Hal
yang tidak kalah penting bahwa otonomi daerah jugas mampu menjamin hubungan
yang serasi antar-Daerah dengan Pemerintah Pusahor® harus tetap menjaga
keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negesatiian Republik Indonesia dalam
rangka mewujudkan tujuan negara. (UU NO. 32/2004).

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakanlasejaengan tujuan yang hendak

dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan ybagipa pemberian pedoman



seperti dalam penelitian, pengembangan, perencadaarpengawasan. Di samping itu,
diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatieapervisi, pengendalian, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pememrdah memberikan fasilitasi yang
berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dangzm kepada daerah agar dalam
melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisiarefektif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. (UU NO. 32/2004).

C. Model Hubungan Pusat dan Daerah

Hal yang harus diatur dan diurus oleh dadidak lain urusan-urusan tertentu yang
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daeralk uigelenggarakan atas inisiatif
kebijakan sendiri. (YW Sumindhia, 1987:8). Terdapamnodel hubungan antara pusat
dan daerah, hal ini sebagaimana dikemukakan olghriagh, yang meliputi:

1. Model Pelaksanghgency Model)

Dalam model ini, pemerintah daerah semata-matagdem sebagai pelaksana oleh
pemerintah pusat.

2. Model Mitra(Partnership Model)

Model ini mengatur bahwa pemerintah daerah mensliigtu tingkat kebebasan tertentu
untuk melakukan pemilihan di daerahnya.

Penyerahan urusan pemerintahan oleh Regaida daerah sebagai urusan rumah
tangga daerah merupakan konsekuensi dianutnyaigprdesentralisasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang mekgat Pemerintahan daerah
propinsi dan daerah kabupaten dan kota mengatur rdangurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas peuoarmant

Urusan rumah tangga daerah hakikatnya bdrsundari otonomi dan tugas
pembantuan (medebewind). Otonomi dan tugas pemdmanbersumber pada paham
desentralisasi. Oleh karena itu tidak tepat bahkaliru, ketentuan yang membatasi
pengertian desntralisasi dalam kerangka otononga3ypembantuan dipandang sebagai
sesuatu di luar desentralisasi. Baik otonomi maupigas pembantuan adalah bentuk-
bentuk desentralisasi (Bagir Manan, 1999:2).

Di Indonesia, otonomi diartikan sebagai keswgan daerah otonom untuk

mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat sdtemgaurut prakarsa sendiri



berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikiaka dalam merumuskan isi atau
muatan otonomi, Pasal 18 ayat (5) harus diletalda@am perspektif Pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesimbadeegara kesatuan. Oleh
karena itu, pemberian otonomi kepada daerah tersatalah dalam kerangka Negara
Kesatuan RI. Dalam kaitan ini, Bagir Manan menyatakbahwa, prinsip yang

terkandung dalam negara kesatuan, ialah bahwa peaterpusat berwenang untuk
campur tangan yang lebih intenasif terhadap peasgagrsolan di daerah (Bagir Manan,
Majalah Padjajaran Jilid V,1974:34-37).

Namun demikian yang perlu diperhatikan diglaradigma pemerintahan daerah
sekarang tidak lagi bersifat sentralistik, sebagaiandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1974,
melainkan lebih bersifat desentralistik sebagaindiatr dalam UU No. 22 Tahun 1999
yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 208#4asUUD 1945 hasil
amandemen. Oleh karena itu campur tangan pusatd&epdaerah hanya terhadap

persoalan-persoalan yang bersifat nasional.

Penyerahan urusan-urusan tertentu kepagtatdantuk diurus dan diatur atas dasar
prakarsa dan kepentingan masyarakat daerah, tidadfadikan daerah seperti negara
dalam negara. Dengan daerah tidak mempunyai kedebgesng absolut, walaupun
sistem otonomi yang diamanatkan oleh Pasal 18 @)atUUD 1945 tersebut di atas
adalah otonomi yang seluas-luasnya. Pusat masap t@empunyai peran dan fungsi
untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemeaimtaderah.

Fungsi pelayanan akan berakibat pada kbBbatanggaran yang besar. Pendapatan
daerah makin hari makin tidak mencukupi untuk medalakan tugasnya. Untuk
memungkinkan pelayanan berjalan baik, pusat darradaéngkat lebih atas hrus
memberikan bantuan keuangan kepada daerah, ataanutertentu dialihkan menjadi
urusan pusat dan secara keseluruhan dilaksanakdiri s#eh pusat atau melalui tugas
pembantuan.

Kewajiban pemerintah pusat bertanggung jasesdara nasional secara keseluruhan,
dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untukpedmatikan ketentuan dari pusat
agar tidak terjadi benturan-benturan dan agar nmtehgecelah-celah untuk mengambil

inisiatif dalam pemenuhan kebutuhan setempat ymlak tatau belum dikerjakan oleh



pemerintah pusat. Pemerintah daerah berkewajibamachgkan antara kepentingan
nasional dengan kepentingan lokal.

Pusat bertanggung jawab menjamin keutuhgaraekesatuan menjamin pelayanan
yang sama untuk seluruh rakyat negara (equal tesdgjmmenjamin keseragaman
tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tert@sas uniformitas) (Hans Kelsen
dalam Bagir Manan).

Pembatasan atas keleluasaan daerah dalagate dan mengurus urusan rumah
tagganya dengan beberapa kewajiban tersebut, ni@mupg@ansekuensi logis dianutnya
prinsip negara hukum dalam UUD 1945. Menurut pahldasik negara hokum
mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur
hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Ada pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin
suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah.
4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
5. Ada jaminan persamaan di muka hokum dan jaminan
perlindungan hukum.
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan perharinta
didasarkan atas hukum (UU).
Berdasarkan ciri-ciri negara hukum tersebut di,ateeka unsur pemencaran kekuasaan
negara sebagai upaya membatasi kekuasaan pemetiatahegara sangat erat kaitannya
dengan rumah tangga. Penyerahan atau membiarkgpuataengakui berbagai urusan
pemerintahan diatur dan diurus sebagai urusanhruar@ga daerah, mengandung arti
bahwa pusat membatasi kekuasaannya untuk tidakanengan mengurus lagi urusan
pemerintahan tersebut (Sudargo Gautama, 1973:36).

Perkembangan konsep negara hokum klasiiegara hokum modern adalah negara
harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakalsgara harus menciptakan
kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keams@ata saja. Dengan
demikian, negara berkewajiban untuk menyelenggarékpentingan umum. Konstruksi

negara hokum modern semacam ini disebut juga ndgzitam dalam arti luas atau



formal yang melahirkan suatu “welfarestate” atalkkedal dengan nama Negara
Kesejahteraan.

Dalam kepustakaan Barat disebut sebagaiokgingsstaat atau social rechsstaat.
Salah satu prinsip negara hokum adalah adanya pgenbalan pembatasan atas
kekuasaan negara atau pemerintah. Oleh karenal@wndkonteks daerah, kewenangan
yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dangunes sebagai urusan rumah
tangga daerah merupakan cara untuk membagi kekuad@@gan membatasi hak
pemerintah pusat atas beberapa urusan pemerintderah. Cara ini sebagai ujung
tombak penyelenggaraan pemerintahan negara karermubungan langsung dengan
masyarakat, dan dituntut untuk dapat mewujudkagdupelayanan umum dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanamuoleh daerah, akan mempengaruhi
perwujudan dari dianutnya konsep negara hokum dadatin materiil atau negara
kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam &rmeEmbukaan UUD 1945, yakni:
RPTT Melindingi segenap bangsa Indonesia dan seldwhpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskaidukam bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkanrdeksan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”.

Selaras dengan dianutnya konsep negara hdklem arti luas yang menimbulkan
konsekuensi sebagai negara kesejahteraan, makahdselpagai satuan pemerintahan
terendah sesuai dengan semangat desentralisakedwmdirian yang digariskan dalam
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, mempunyai kebebas&ukumengatur dan mengurus
penyelenggaraan pemerintahannya, sepanjang daladokdokum dan mewujudkan

kesejahteraan serta kemamuran masyarakatnya.

D. Asas-Asas Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah
Pengaturan mengenai hubungan antara pusatdaerah dalam konteks negara

kesatuan merupakan suatu yang sangat penting witak dan dianalisis agar tidak
terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintsézara keseluruhan. Kelahiran
suatu pemerintahan tingkat daerah adalah konsekadagsya konsep pembagian dan

pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsura hekjam.



Sebagaimana diketahui, bahwa dalam tatagaritis dikenal adanya pembagian
kekuasaan secara horisontal dan vertikal. Pemb&giamasaan secara horizontal adalah
suatu pembagian kekuasaan yang kekuasaan dalamrsmgdra dibagi dan diserahkan
kepada tiga badan yang mempunyai kedudukan yaagaiseyakni kekuasaan eksekutif
yang diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan atgesl kepada parlemen dan
kekuasaan yudikatif kepada badan peradilan. Sedangkmbagian kekuasaan secara
vertical, yaitu suatu pembagian kekuasaan antarefetah nasional atau pusat dengan
satuan pemerintah lainnya yang lebih rendah. Peaubakpkuasaan secara vertical
tersebut akan lebih jelas apabila dilakukan peringyach antara negara kesatuan, federasi
dan konfederasi.

Pembagian kekuasaan secara vertical datemeks negara Indonesia berdasar pada
Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 yat (1), dan Pasal 18(Ay&UD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD
1945 menentukan bahwa: “Negara Indonesia ialah raegasatuan, yang berbentuk
republik”. Kemudian Pasal 4 ayat (1) menentukanre$Rlen Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Udang-grdésar’. Pasal 18 ayat (1)
menentukan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indandibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas katerpdan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan dagealy diatur dengan undang-
undang”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersdibatas, maka dapat dikatakan bahwa
konsep pembagian kekuasaan secara vertical merupgaktu konsep yang dianut secara
formal dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan rumusan lain dapat
disimpulkan bahwa terdapat pembagian kekuasaarraam@merintah pusat dengan
pemerintah daerah.

C.E Strong menyatakan bahwa yang dimaksembah negara kesatuan adalah
bentuk negara yang wewenang legislative tery timjgusatkan pada badan legislative
nasional/pusat. Kekuaasaan legislative tidak &tlpada pemerintah daerah. Pemerintah
pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebkgiarasaannya kepada daerah
berdasarkan hak otonomi, teta[pi tahap terakhmptgtada pemerintahan pusat. Jadi
kedaulatannya baik ke luar maupun ke dalam sepegauterletak pada pemerintahan

pusat. Dalam suatu negara kesatuan pemerintahnabdisa, dan biasanya memang



melimpahkan banyak tugas kepada kota-kota, kaboybaieupaten, atau satuan
pemerintah lokal atau regional. Namun, otoritas diimpahkan oleh undang-undang
yang disusun oleh DPR nasional.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakahwédaindicator suatu negara
diklasifikasikan sebagai negara kesatuan melipl}i Kedaulatan tertinggi ada pada
pemerintah nasional; (2) penyerahan suatu kekuastan wewenang kepada satuan
satuan pemerintah local hanya dapat dilaksanakesnkatisa UU yang dibuat oleh badan
legislative nasional; dan (3) tidak ada satuan pernad yang lebih rendah yang
mempunyai sifat staat.

Penyerahan urusan pemerintahan nasionald&epatuan pemerintahan yang lebih
rendah membawa konsekuensi diadakan pembagianahilaggara dalam daerah besar
dan kecil. Beberapa sebab dianutnya pembagian &atnasecara vertical meliputi:

a. Kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yangledaerah terbatas;

b. Wilayah negara yang sangat luas;

c. Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh damlaegnacam kepentingan
dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pklosgara;

d. Hanya rakyat setempatlah yang mengetahi kebutlepgntingan dan masalah
yang dihadapi dan hanya mereka yang mengetahuinbaga cara yang sebaik-
baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

e. Dilihat dari segi hokum, UUD 1945 Pasal 18 menjaraslanya daerah dan
wilayabh;

f. Adanya sejumlah urusan pemerntahan yang bersifddekahan dan memang
lebih berdaya guna jika dilaksanakan di daerah;

g. Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang colempadai untuk
menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka tddsasi dilaksanakan

dalampenyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 18 Uud 1945 hasil amandemen merupakan landtasatitusional pemerintahan
daerah, memuat paradigma baru dan arah politik petalkan daerah (Bagir Manan hal
8-17).



1. Prinsip daerah mengatur dan menurus sendiri urysamerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Prinsip menjalankan otonomi se,uas-luasnya (P&sayat 5);
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasghi8)a
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyafadleum adat
beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2);
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan Hagamg bersifat
khusus dan istimewa (Pasal 18 ayat 3);
6. Prinsip hubungan Pusat dan Daerah harus dilaksarsscara selaras dan
adil (Pasal 18 ayat 2).
Hilangnya pencantuman desentralisasi dan dekomasergebagai asas penyelenggaraan
pemerintahan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 194%hetsmenurut Bagir Manan
merupakan temuan para pembentuk UUD, hal itu untekghindari kreasi-kreasi yang
menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daera
Sejarah menunjukkan bahwa sebelum Pas&luB 1945 diamandemen terdapat
kreativitas yang menyimpang dari semangat dan ntakssrta tujuan pemerintahan
daerah. Kreasi yang menyimpang dari semangat A&salUD 1945 justru sebagai
akibat dari pendapat Soepomo yang kemudian dijadikbagai penjelasan UUD 1945.
Kreativitas menyimpang tersebut dapathdilidalam UU tentang pemerintahan
daerah yang pernah berlaku yang mengamanatkanadalayah administrative sebagai
pelaksanaan asas dekonsentrasi. Pasal 2 UU Noh&nTE74 menentukan bahwa:
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah Ne#asatuan Republik Indonesia
dibagi dalam Daerah-Daerah Otonom dan Wilayah-wtaydministratif. Demikian
juga UU No. 22 Tahun 1999 masih mengamanatkan adaingyah administrasi, hal ini
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang memberikan dkgichn Daerah Propinsi disamping
sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah admaitvg. Sedangkan dalam UU No.
32 Tahun 2004 hal tersebut tidak dijumpai lagi,ihatlapat disimpulkan dari ketentuan
Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: “Negaratifas Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinapidddas kabupaten dan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”. DBiaharus dipahami secara utuh

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) sebagaimanadiskiiutkan di atas.
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Hilangnya desentralisasi dan dekonsentrasbagai asas penyelenggaraan
pemerintahan dari Pasal 18 UUD 1945 hasil amandermdalam perspektif teoritis
merupakan sesuatu yang wajar, karena pengertiarmudesentralisasi adalah setiap
bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan ataensegy dari suatu organisasi,
jabatan atau pejabat. Dengan demikian, dekonsertalam pengertian umum dapat
dipandang sebagai bentuk desentralisasi, karengandanh makna pemencaran (Bagir
Manan, hal. 10).

E. Pengertian Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Secara etimologis istilah desentralisasagar dari bahasa Latin yang beraki =
lepas, darcentrum= pusat. Dengan demikian berarti melepaskan desatp Dari sudut
ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisiasi pelimpahan kekuasaan
Pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yargunusirumah tangganya sendiri.

Beberapa pakar berusaha untuk memberikanefiersian mengenai desentralisasi
dengan berbagai variasi dan perkembangannya. MeS8arith, pendelegasian kekuasaan
dari tingkat tertinggi ketingkat yang lebih renddlajam hirarkhi territorial meliputi dua
aspek, pertama syarat pembatasan wilayah karemyag@&mbagian territorial negara.
Kedua, penyerahan wewenang.

Rondinelli dan Cheema, Desentralisasi édpknyerahan perencanaan, pembuatan
keputusan atau kewenangan administrative dari petakrpusat kepada organisasi-
organisasi tingkat bawah, kesatuan-kesatuan adnaisisdaerah, semi otonomi dan
organisasi (Bayu Surianingrat, 1980:3).

J.H.A Logemann Desentralisasi adalah, p&kerjaan penguasa negara dilimpahkan
kepada persekutuan-persekutuan yang berpemeringahdiri (The Liang Gie, hal. 10).

Memperhatikan uraian di atas, maka dapaingiulkan bahwa desentralisasi adalah
pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekutestentu dan bidang-bidang
kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasangy@rtimbangan, inisiatif dan
administrasi sendiri. Dalam desentralisasi akanngjai proses pembentukan daerah
yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan hdgera disertai dengan
pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuatsmmpengelolaan urusan atau

kegiatan tertentu.
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Dalam UU No. 22 Tahun 1999 pengertian deaksasi dirumuskan dalam Pasal 1
huruf (e) bahwa: Desentralisasi adalah penyerahawewang pemerintahan dari
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka ré&eljasatuan Republik
Indonesia.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayptU(d No. 32 Tahun 2004,
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang penteimtaleh Pemwerintah kepada
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusamerpgahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Boenjamin Hoessein menyatakan bahwa konssentialisasi yang dikembangkan
dalam hukum positif Indonesia memperlihatkan arahkgpada konsep penyerahan
wewenang pemerintahan dari/oleh eksekutif tingkesap kepada daerah otonom.
Desentralisasi dibatasi pada lingkup wewenang petaban yang menjadi kompetensi
eksekutif (Boenjamin Hoessein, 2002:24).

Kekacauan pemahaman tentang desentralisasi pkra pembuat UU juga
dikemukakan oleh Bagir Manan dalam mengomentariNoU5 Tahun 1974 maupun UU
No. 22 Tahun 1999. Kedua UU tersebut telah mencaragukan antara desentralisasi
dan otonomi. Desentralisasi adalah otonomi, sedangksentralisasi tidak sama dengan
otonomi.Otonomi hanya salah satu bentuk deserdasaliBagir Manan).

Desentralisai dimaksudkan untuk memperlancata pemerintahan, mengingat
bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri Baribu-ribu pulau yang besar dan
kecil, serta masyarakat yang pluralistic dari segama, budaya dan ras atau suku serta
aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk daknga, sehingga Pemerintah Pusat
tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintanamgah baik, apabila segala
sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiriengaitu, kepada daerah-daerah
diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah gémyg sendiri untuk
meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelermggramerintahan dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Desentralisasi di Indonesia dilaksanakalpagai akibat dari: (1) luasnya wilayah
Indonesia; (2) ketidak mampuan pemerintah pusatikumhenyelenggarakan semua
urusan pemerintahan; (3) keadaan Indonesia yanglighic; (4) untuk terciptanya daya

guna dan hasil guna pemerintahan dan pembangum@sd€mahatmadja, 1979:11).
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Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pentahian, desentralisasi antara lain
bertujuan “meringankan” beban pekerjaan Pusat. Bendesentralisasi tugas dan
pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pusat dengaikidendapat memusatkan perhatian
pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepenting@mah atau negara secara
keseluruhan (Bagir Manan, hal 62-63).

Mendagri Hari Sabarno menyatakan bahwa tujtama yang ingin dicapai melalui
kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan poldé&n tujuan administrative. Tujuan
politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagaium pendidikan politik bagi
masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat bksgontribusi pada pendidikan politik
secara nasional untuk mencapai terwujudnya civicietp. Sedangkan tujuan
administrative akan memposisikan Pemerintah Daaetbagai unit pemerintahan di
tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan yatean masyarakat secara efektif,
efisien dan ekonomis (Hari Sabarno, 2002:2).

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide ttaBeasi yang terwujud dalam konsep
otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pesan@ad masyarakat. Oleh karena itu
dalam desentralisasi terdapat 3 dimensi utamay yettama, dimensi ekonomi, rakyat
memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menggkabakegiatan ekonominya
sehingga mereka secara relatif melepaskan ketewggeninya terhadap bentuk-bentuk
intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengagkam paradigma pembangunan
yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.Dalanteksnini, eksploitasi sumber daya
dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, ddakuoleh masyarakat lokal. Kedua
dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat seqaoétik yang ditandai dengan
lepasnya ketergantungan organisasi-organisasi ralgm pemerintah. Ketiga, dimensi
psikologis, yakni persaan individu yang terakumiutasnjadi perasaan kolektif, bahwa
kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi selmrabckyaan demokrasi. Tidak ada
perasaan bahwa orang pusat lebih hebat dari patg olaerah, dan sebaliknya.(Laode,
hal 98).
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BAB |1
PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASAR UU NO 32 TAHUN 2004
A. Hakikat Otonomi Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilbéag daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten @da ¥ang masing-masing mempunyai
pemerintah daerah (ps 2 UU no 32/ 2004).

Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tid@kjurus pada semangat
pembentukan daerah berdasarkan kesukuan. Masajghem Belanda wilayah kita
terbagai atas Provinsi, Karesidenan, Kabupaten/Kaaedanaan, dan Kecamatan.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintdbagrah, dalam ketentuan umumnya
menyatakan:

a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otamdok
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintadrakepentingan masyarakat
setempat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

b. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunya-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urpssnerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakanstriseerdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republidnésia.

c. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan peing
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintaihdaer

d. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagair yrenyelenggara
pemerintahan daerah.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yatitos dan nomos autos berarti
sendiri. nomosberarti aturan. Pengertian menurut Undang-undan@2Ndahun 2004,
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otamtuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kegantmasyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dendkiaungkinkan suatu daerah
yang kebetulan memiliki kelembagaan sosial dan yaiddapat berpengaruh dalam

pengembangan otonomi daerah yang bersangkutang bembeda sama sekali dengan
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daerah otonom yang lain. Sebut saja, misalnya Ataeh Papua. Di Aceh atau NAD
memiliki Wali NanggroedanTuha Nanggrogzang merupakan lembaga bagi pelestariaan
penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pdmerssyarakat NAD. Di NAD
diberlakukan syari‘at Islam dengdfahkamah Syari'ainya. Oleh karena itu, di NAD
zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan &etab (PAD). Di Provinsi Papua,
dikenal adanya MRP (Majelis Rakyat Papua). MRP pegkan perwakilan (representasi)
kultural orang asli Papua yang memiliki wewenanfaaarangka perlindungan hak-hak
asli orang Papua.

Dengan demikian, otonomi daerah dimaksudkan unp&mberdayaan
masyarakat, yaitu meningkatkan keterlibatan makgéralalam perencanaan, dan
pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masingikiBe juga dalam hal
pemilikan. Pemilikan maksudnya adalah sumber peatdapyang telah dimiliki dan
dikelola oleh suatu pemerintahan desa misalnyaktidibenarkan diambil alih oleh
pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah deéalam meningkatkan
pendapatannya bisa memiliki Badan Usaha Milik Ddsskerja sama dengan pihak
ketiga dan melakukan pinjaman. Di sini juga tetlipantingnya partisipasi atau peran
serta masyarakat dalam otonomi daerah.

B. Pembentukan Daerah Otonom

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasatagaerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kgdag masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah.

b. Pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-uridangembentukan daerah
berisi nama daerah yang dibentuk, cakupan wilalyatas, ibu kota, kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukg@abagbekepala daerah,
pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawpimlanaan, peralatan
dan dokumen serta perangkat daerah.

c. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan prelterah atau bagian
daerah yang bersandingan atau pemekaran dari aatahdmenjadi dua daerah
atau lebih. Daerah dapat dihapus atau digabungadesti@erah lain apabila daerah

yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan omwiondaerah.
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Penghapusan dan penggabungan daerah otonom ditaketedah melalui proses
evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahanahda&enghapusan dan
penggabungan daerah otonom ditetapkan dengan UU.

Wilayah Indonesia amat luas dibagkam dengan negara-negara tetangga
lainnya. Sebagai perbandingan luas wilayah Indene$i19.400 k& Thailand 514.000
km2, Vietnam 329.750 kfy Filipina 300.000 kri, Malaysia 329.750 k& dan
Singapura 684 ke Bisa dibayangkan betapa tidak mudah mengelolaraggng begitu

besar. Kenyataan yang dialami dalam pembangundnddnesia terjadi ketimpangan
antara pemerintah pusat dengan daerah maupundaaeah itu sendiri.

Dalam usaha mendekatkan pemerintah dengan trglgyadan peningkatan
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, maka ipgahedlaerah diberi otonomi daerah.
Di setiap daerah otonom dibentuk Pemerintah Da&aimpai saat ini jumlah pemerintah
daerah di Indonesia sudah mencapai 33 provinsikdeeng lebih 436 kabupaten/kota,

dengan jumlah penduduk lebih kurang 210 juta jiwa.

C. Pembagian Daerah M enurut UU No 32/2004

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilbéag daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten @éa ¥ang masing-masing mempunyai
pemerintah daerah (ps 2 UU no 32/ 2004). Pemériotavinsi yang berbatasan dengan
laut memiliki kewe-nangan wilayah laut sejauh 12 laut diukur dari garis pantai ke
arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulgsalB ayat (4) UU no 32/2004). Asas
ini bertentangan Deklarasi Pemerintah R.l dan tdiabkuhkan melalui UNCLOS serta
telah diratifikasi dengan UU no 6/1996 ttg Perairaonesia.

Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tid@Rjurus pada semangat
pembentukan daerah berdasarkan etnik atau subr.kulMasa penjajahan Belanda
wilayah kita terbagai atas dasar pembagaian suturkdiengan dibentuknya daerah
Karesidenan.  Yang selanjutnya terbagi habis menjdérovinsi, Karesidenan,
Kabupaten/Kota, Kawe-danaan, dan Kecamatan.

Globalisasi yang meyebabkan adanya global Par@idaisbit, 1987 : 55) jangan

sampai menyemangati pemekaran wilayah atas atasr g¢endekatan kebudayaan
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sehingga menimbulkan benturan budaya yang beralpbaahnya negara nasional
(Huntington, 1996 : 100). Oleh karena itu kitalpgrerhatian khusus pada wilayah yang
dilalui Alur Laut Kepulauan Riau, Resiau Kepulaudfalimantan Barat, Bangka-
Belitung, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi BaPRatlau Lombok serta Maluku,
Maluku Utara yang beberapa saat lalu hingga kitaiptder-gejolak, baik yang berupa
konflik fisik maupun konflik non fisik (kei-nginamemisahkan diri dengan membentuk

provinsi baru).

D. Pembagian Urusan Pemerintahan pada Daerah Otonom

a. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasyaasntuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkas @bnomi dan tugas
pembantuan.

b. Terdapat enam urusan pemerintahan yang tidak Hismmakepada pemerintahan
daerah, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, nkaaan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, dan agama.

c. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahaerath provinsi
merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi

- perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

- penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteramayanakst;

- penyediaan sarana dan prasarana umum;

- penanganan bidang kesehatan;

- penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumbermayasia potensial;

- penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

- pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupatian/k

- fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, danengah termasuk
lintas kabupaten/kota;

- pengendalian lingkungan hidup;

- pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

- pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

- pelayanan administrasi umum pemerintahan;
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- pelayanan administrasi penanaman modal termadiais lkabupaten/kota;

- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang bddyat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota; dan

- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratupgrundang-
undangan.

d. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat piliharipog urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk menkagkakesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, damgpainggulan daerah yang
bersangkutan.

e. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahaerath untuk
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala &tm/gota meliputi:

- perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

- penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteramayanakst;

- penyediaan sarana dan prasarana umum;

- penanganan bidang kesehatan;

- penyelenggaraan pendidikan;

- penanggulangan masalah sosial,

- pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, darengah;

- pengendalian lingkungan hidup;

- pelayanan pertanahan;

- pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

- pelayanan administrasi umum pemerintahan;

- pelayanan administrasi penanaman modal,

- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan

- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratupgrundang-
undangan.

f. Urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifathgsili meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpoterigk uneningkatkan
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kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisiagak, dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan.

E. Hak dan Kewajiban Daerah Otonom

Hak Daerah Otonom:

a.

f.

g.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanny

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola kekayaan daerah;
d.
e

. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber diya dan sumber daya

memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

lainnya yang berada di daerah;
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;

mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peratpeamndang-undangan.

Kewajiban Daerah Otonom:

a.

-~ 0o o o0 T

= @

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesataankerukunan nasional,
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
mengembangkan kehidupan demokrasi;

mewujudkan keadilan dan pemerataan;

meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umungyagak;
mengembangkan system jaminan sosial;

menyusun perencanaan dan tata ruang daerabh;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
melestarikan lingkungan hidup;

mengelola administrasi kependudukan;

. melestarikan nilai sosial budaya;

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-uatasgsuai dengan
kewenangannya; dan

kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan
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F. Tugas dan Wewenang K epala Daerah dan DPRD

Tugas dan Wewenang K epala Daer ah:

a.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah laekdas kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;

mengajukan rancangan Perda;

c. menetapkan Perda yang telah mendapatkan persehgusaima DPRD;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentan® ABj#ada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama;

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

mewaikili daerahnya di dalam dan di luar pengaditian dapat menunjuk kuasa
hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturamng@ng-undangan; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai depeyamuran perundang-

undangan.

Tugas dan Wewenang DPRD:

a.

membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daanalk umendapat
persetujuan bersama;

membahas dan menyetujui rancangan Perda tentand ARBBsama dengan
kepala daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaand@ergaraturan perundang-
undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBIjakan pemerintah daerah
dalam melaksanakan program pembangunan daeralkedasama internasional
di daerah;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepadsahdwakil kepala
daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negggi DPRD provinsi dan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ba@RD kabupaten/kota;
memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosonaglatan wakil kepala daerah;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada peaterdaerah terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana Kkerja seesnasional yang

dilakukan oleh pemerintah daerah;
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h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban &epiderah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalanyelenggaraan
pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sataa daerah dan dengan

pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

G. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Ditinjau dari aspek sejarah, ada yang démdppat bahwa masyarakat lokal
Indonesia belum terbiasa dengan pemerintahan y&ngpm. Pendapat tersebut tidak
sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak sepenuhnyah&ebelum penjajah Belanda datang
(1596), wilayah RI yang luas ini merupakan kumputanajaan-kerajaan mandiri, yang
berbasis suku.

Kekuasaan Belanda di Indonesia juga tidakrsepenuh di seluruh Nusantara, dalam
arti menempatkan kantor pemerintahan diseluruh Nesa Belanda hanya mengatur
pemerintahan yang modern di Pulau Jawa, dan Maderéa Sumatera. Itupun masih
sederhana. Dengan demikian pada masa lalu Nusashemarnya berada dalam sistem
pemerintahan yang otonom. Otonom dalam artian selmmgsa sendiri, bangsa Aceh,
Papua, Bugis, Maluku, Ternate, Tidore, dan sebggaibMereka otonom karena mereka
adalah kerajaan yang berdaulat.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia, peferigan liku-liku yang menegangkan.
UU No. 1 tahun 1945, merupakan UU pertama yang atengentang pembentukan
Komite Nasional Daerah, sebagai pelaksana pemiantdaerah itupun hanya terbatas
di Pulau Jawa dan Madura.

UU No. 1 tahun 1945 ini kemudian diganthgen UU No. 22 tahun 1948. UU ini
memuat otonomi yang luas kepada daerah. Dengatudikannya UU No. 32 tahun
2004, tentang pemerintahan daerah, berarti sangezaiisi telah ada tujuh UU yang
mengatur pemerintahan daerah. Ketujuh UU tersetalah:

1. UU No.1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional daerah.
2. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan daerah
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3. UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerimtdeerah.
4. UU No. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahamdbae

5. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di daerah.

6. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

7. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Tentang Pemerintahan Daerah yangrhadakunya paling lama adalah UU
No. 5 Tahun 1974. Masa berlakunya berkisar 25 taRa@taksanaan otonomi daerah
sebagaimana yang telah disinggung di atas, memangpakan masalah yang sensitif di
Indonesia. Hampir setiap pemberontakan bersenja@daerah selalu mempersoalkan
besarnya hegemoni pemerintah pusat terhadap peatediaerah. Daerah-daerah kaya
seperti Aceh, Papua, dan Riau serta Kalimantan mimerasakan ketidak adilan yang
sangat nyata. Sebab hasil daerah-daerah tersebgatshanyak yang disedot untuk
pemerintah pusat, tetapi sangat sedikit yang dildikdn untuk pemerintah daerah
setempat.

Empat UU pemerintahan daerah, yang kertebelum UU No. 5 Tahun 1974
semuanya menganut otonomi yang luas. Tetapi Ulkletsjustru dianggap sebagai
biang kekacauan yang selalu terjadi antara pemaériptisat dan daerah. Dengan kata
lain, UU tersebut akan menimbulkan disintegrasigsan

Alasan tersebut menjadi landasan penadriarde baru dalam menyusun UU No.
5 Tahun 1974, Tentang Pemerintahan Daerah. UU émnganut semangat sentralisasi
yang kental. Apabila di Jakarta Presiden memegaggrhoni terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan negara, maka di daerah UU Noh&rnr&a974, pasal 80 menegaskan
bahwa kepala daerah adalah penguasa tunggal dihdd@engan demikian pemilihan
kepala daerah lebih banyak hasil penentuan pusagda usulan dari pihak DPRD.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahanrdbagang sekarang telah
diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pertadram Daerah, dibuat dengan
harapan dapat meredam gejolak yang ada di daesmbhkldaUU ini memberikan
kewenangan sangat besar bagi daerah-daerah otomtk mengurus dan mengelola
sendiri daerahnya tidak dipandang cukup oleh thaga@rah kaya utamanya Aceh dan
Papua. Untuk meredam ketidak puasan tersebut, peaterpusat menawarkan opsi

otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Opsi otondmsks tersebut pada awalnya
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ditolak oleh pemerintah pusat tetapi karena mebbatangat separatis dari daerah-daerah
yang kian besar, maka pemerintah pusat dengan kszrpmeluluskan permintaan
tersebut. UU Nangroe Aceh Darussalam, dan UU OtonBhusus bagi Papua
memberikan kewenangan yang sangat besar kepadadarelPapua, sehingga timbul
ungkapan apapun yang diinginkan oleh Aceh dan Pagten dikabulkan oleh
pemerintah pusat, asalkan jangan minta merdekatirBak Papua yang minta hasil
tambang 80% untuk daerah dan 20% sisanya untukrpeate pusat tidak ditolak lagi
oleh DPR RI, karena DPR melihat kuatnya tuntutamigaghan diri dari kedua daerah
tersebut.

Semoga kasus kedua daerah itu menjaldjapgn, sebab apabila pemerintah
Sukarno, mau memberi keistimewaan hanya dalamdad) pendidikan dan agama pada
Aceh di masa lalu, maka kita tidak akan menemuabddngan mengorbankan nyawa
rakyat Aceh. Demikian juga Papua, kalau saja pernariSuharto mau memperhatikan
pembangunan Papua, maka OPM (Organisasi Papua hdgnaeingkin tidak akan ada,

dan tuntutan untuk memisahkan diri mungkin tidadabesyat sekarang ini.

H. Beberapa Dampak Dilaksanakannya Otonomi Daerah
a. Konflik Antar Daerah Otonom

Keberadaan UU No.22 1999 yang sekariggnti UU No. 32 Tahun 2004,
diharapkan untuk obat duka bagi masyarakat di degaarah surplus, justru melahirkan
ketimpangan baru bagi daerah-daerah yang memibkidBpatan Asli Daerah (PAD)
yang rendah. Ketimpangan tersebut sangat terasarfasgarakat di daerah-daerah yang
berbatasan, misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantangah. Kalimantan Timur
yang surplus dapat memberikan subsidi yang besardesa-desa di wilayahnya. Tetapi
tetangga mereka Kalimantan Tengah misalnya, justsulitan dana untuk memenuhi
anggaran rutin mereka.

Ketimpangan antar daerah otonom terséidak mustahil akan menimbulkan
konflik antara masyarakat, dan antara daerah. Bphepersoalan yang menimbulkan
konflik antara lain adalah masalah pengaplingammayaih laut oleh nelayan di masing-
masing daerah, sedangkan masalah antara pemeatagedh misalnya penanganan banjir

DKI Jakarta, yang menurut Pemerintah DKI juga dhikidari Bogor Jawa Barat. Pemda

23



DKI mengharapkan koordinasi dengan Pemda Jawa Rextak menangani masalah
banjir yang ada di DKI, tetapi masalah itu bukantahsalah yang serius bagi Jabar.
Pemda Jabar tidak akan mau untuk mengalokasikaa pembangunan di daerahnya
untuk menaggulangi banjir di DKI.
b. Pemekaran Wilayah pada Era Otonomi Daerah

Kendali pusat terhadap daerah sepanfardg Baru sudah lama diisyaratkan
tokoh-tokoh gerakan prodemokrasi sebagai api dadakam. Pada saatnya otonomi
daerah akan meledak dengan semangat anti pusatdgrgyat. Hal tersebut cukup
beralasan. Hasil bumi seluruh daerah banyak dirikoteh pemerintah pusat. Tidak ada
keseimbangan antara kekayaan yang dinikmati olatfepetah pusat dan daerah. Belum
jelas benar apakah semangat otonomi daerah yarmkrpada era reformasi dilandasi
semangat untuk membangun daerah dan mensejahtesdyatnya atau sekadar untuk
kepentingan pribadi para pencetus dan penguasaldaer

Begitu Orde Baru tumbang, semangat otomoamak. Pemekaran wilayahpun
merebak dari Sabang sampai Merauke. Peta dan jukallabpaten atau kota menjadi
sangat dinamis. Perubahannya dalam hitungan bi&ak tahun 1976 sampai 1998 peta
Indonesia tak berubah dari 27 provinsi. Perubaleail terjadi di tingkat kabupaten/kota
dari 300 menjadi 314. Dalam era reformasi ini kosigpigumlah provinsi dan kabupaten
mengalami perubahan yang cepat.

Indonesia saat ini memiliki 33 provingakni:

1. Nangroe Aceh Darussalam

. Sumatera Utara
. Sumatera Barat
. Bengkulu
Riau
. Kepulauan Riau
. Jambi
. Sumatera Selatan

. Lampung
10.Kepulauan Bangka Belitung
11.DKI Jakarta
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12.Jawa Barat

13.Banten

14.Jawa Tengah

15.DI Yogyakarta

16.Jawa Timur

17.Kalimantan Barat

18.Kalimantan Tengah

19.Kalimantan Selatan

20.Kalimantan Timur

21.Bali

22.Nusa Tanggara Barat

23.Nusa Tenggara Timur

24.Sulawesi Barat

25. Sulawesi Utara

26.Sulawesi Tengah

27.Sulawesi Selatan

28.Sulawesi Tenggara

29.Gorontalo

30. Maluku

31.Maluku Utara

32.Papua

33.Papua Barat

Pemekaran wilayah dimungkinkan oleh Nal 22 tahun 1999 maupun UU No.
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalanm kahun 1999 hingga april 2002
terdapat 57 kabupaten dan 25 kota baru sebagdidesbentukan yang terjadi di 58
kabupaten induk dari 20 provinsi. Pembentukan dakeau paling banyak terjadi dalam
tahun 1999. Ini diperlihatkan dengan disyahkann§autidang-undang yang mengatur
pembentukan 34 kabupaten dan sembilan kota.
Motif di balik pemekaran daerah ini f@cam-macam. Selain untuk

menyejahterakan rakyat, beberapa daerah dimekal@®na tuntutan sejarah.

Pemekaran wilayah di Bangka dan Belitung, MalukwsaN Tenggara Barat, serta
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Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau menuntut paaek karena merasa
pembangunan di daerahnya terhambat oleh keadaarafiep demografis, sosiologis,
cultural, ekonomi, dan politik pada masa sebelumnya

Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaasyidatalam Kompas 17 Februari 2000
mengkui maraknya tuntutan beberapa daerah mergddipaten, kota, dan provinsi baru
tak lepas dari ketidak adilan di masa lampau. Gagaemekaran wilayah marak justru
di saat Indonesia masih dibelenggu krisis ekond@dejala ini sebetulnya tidak masuk
akal sebab pemekaran berarti penambahan biaya iathasn
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BAB Il
PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASAR UU NOMOR 22 TAHUN 1999

A. Undang-undang No. 22/1999

Agaknya berangkat dari pengalaman dagamgrundang sebelumnya, dimana
posisi DPRD sangat tertekan, DPRD tidak berdayaj BPRD hanya sebagai pelengkap
(complement saja, Undang-undang No. 22/1999 bertekad untukgaregkat derajat
DPRD pada posisi yang lebih tinggi. Keinginan atekad tersebut memang sudah
semestinya, oleh karena jika memperhatikan lahirkgasep pemisahan kekuasaan,
bahwa dilakukannya pemisahan kekuasaan antar I|eibadaga kekuasaan
dimaksudkan agar masing-masing lembaga dapat kelrikentrasi dan memiliki posisi
yang kuat atas fungsinya pula. Demikian juga menWudD 1945, khususnya dalam
hubungan kekuasaan antara DPR dan Presiden, balairaadanya bentuk percampuran
kewenangan dalam fungsi legislasi namun diharapgala agar keduanya dapat
berkonsentrasi dalam fungsi masing-masing. DPR dosentrasi dalam fungsui
anggaran dan pengawasan sedangkan Presiden bertkasisgalam fungsi pemerintahan
(executive).

Akan tetapi, keinginan untuk lebih menuagakan DPRD jangan sampai
melangkahi prinsip-prinsip distribusi kekuasaan wumah UUD 1945, baik sebelum
maupun sesudah amandemen. Untuk hal itu, seharddgngang-undang No. 22/1999
tidak menciptakan adanya bentuk kekuasaan masisgigndembaga — baik DPRD
maupun Kepala Daerah-yang tidak menganut ataurengan dengan kedua prinsip
distribusi kekuasaan menurut UUD 1945.

Dalam hubungan distribusi kekuasaaaranDPRD dan Kepala Daerah, undang-
undang ini secara limitatif menempatkan DPRD sebdgmbaga (badan) legislatif
daerah dan Kepala Daerah sebagai lembaga (badselugik daerah. Namun, meskipun
DPRD merupakan lembaga yang menduduki legislatiferata tetapi dalam
pelaksanaannya fungsi legislasi tersebut dijalankarsama oleh DPRD dan Kepala
Daerah. Selain itu, Kepala Daerah menetapkan KepotuKepala Daerah untuk
melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan pegumadangan lain yang berlaku,

serta keduanya sama-sama memiliki hak inisiatif.
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Mengenai fungsi legislasi dan siapa @gamg kekuasaanini, ditemukan adanya
perbedaan antara UUD 1945 sebelum dengan sesudstd@men. Perbedaan-perbedaan
tersebut meliputi:

Menurut Pasal 5 ayat (1) sebelum amandemen, Presidenegang kekuasaan legislatif
dengan persetujuan DPR, sedangkan menurut Pasay&20(1) sesudah amandemen,
DPR memegang kekuasaan tersebut.

Menurut Pasal 21 ayat (2) sebelum amandemen, apRbiU yang telah disetujui tetapi
tidak disahkan Presiden maka RUU tersebut tidakehboflimajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu., sedangkan menurut P@sajat (5) sesudah amandemen,
apabila RUU yang telah disetujui tetapi tidak disah Presiden dalam waktu 30 hari
sejak RUU tersebut disetujui maka RUU tersebutmahjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut,umgnJimly Asshiddigie, menunjukkan
bahwa pemegang utama (primer) kekuasaan untuk nmtukoendang-undang berada di
tangan Presiden, sedangkan sesudah amandemen, [RRkpakan lembaga yang
bertindak sebagai pemegang utama (primer) kekuasa#nk membentuk undang-
undang. Begitu juga mengenai ketentuan Pasal 2tl(3a)adimana Presiden memiliki
kekuasaan yang begitu kuat dalam hal pembentukatangrundang, sehingga ia
memiliki hak untuk tidak mengesahkan undang-undatey sedikit mirip hak veto.
Sesudah amandemen, hak veto tersebut telah diéiadzdgi Presiden. Jadi, UUD 1945
sebelum amandemen menempatkan Presiden sebagaagkenmbemiliki wewenang
primer dalam membentuk undang-undang, tetapi sesaiiandemen wewenang primer
itu beralih ke tangan DPR.

Kemudian Undang-undang No. 22/1999 jongmentukan bahwa Kepala Daerah
berwenang menetapkan Perda yang telah disetujui DDPRetentuan ini tidak
menampilkan perbedaan mencolok jika dibandingkangae UUD 1945 sebelum
amandemen, kecuali dalam hal penggunaan istil&mi yantara istilahmengesahkadan
istilah menetapkanyang ada kemiripannya deng@engesahardan ketetapan dalam
lapangan administrasi negara. Tetapi mengenaiysipg memegang kekuasaan legislatif
dan kapan limit waktu suatu rancangan peraturamatialearus ditetapkan, ditemukan

perbedaan antara Undang-undang No. 22/1999 deng@n1945 sebelum amandemen
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dan sesudah amandemen. DPRD memegang kekuasaslatifegiementara menurut
UUD 1945 sebelum amandemen bahwa Presiden-lah yaegegang kekuasaan
legislatif. Begitu juga mengenai kapan limit walduatu Raperda harus ditetapkan.
Kepala Daerah berwenang menetapkan Perda menuddngrundang No. 22/1999.
Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa Kepalarah menetapkan Perda kapan saja
atau bahkan tidak menetapkannya-seperti halnyavie&k dimiliki Presiden menurut
Pasal 21 ayat (2)-sedangkan menurut UUD 1945 sksaii@ndemen hak veto myang
dimiliki oleh Presiden telah ditiadakan. Jadi, teterdapat adanya ketentuan mengenai
fungsi legislasi yang bergeser dari UUD 1945, ba#belum maupun sesudah
amandemen.

Ada pun dalam hubungan fungsi anggdeanpengawasan, Undang-undang No.
22 /1999 dipandang telah memberikan porsi besaade@PRD untuk menjalankan
kedua fungsi ini. Pasal 18 (1) dan Pasal 19 (1pg®blandasan bagi DPRD untuk
menjalankan fungsi anggaran, sementara pelaksdonagei pengawasan dimiliki oleh
DPRD bahkan lebih limitatif dari fungsi pengawaseamg dimiliki oleh DPR menurut
UUD 1945. Menurut Pasal 18 ayat (1) butir f, DPRBmpunyai tugas dan wewenang
mengawasi terhadap: a. Pelaksanaan peraturan Hdaera peraturan perundang-
undangan lain, b. Pelaksanaan keputusan guberopgtiBdan Walikota, c. Pelaksanaan
APBD, d. Kebijakan Pemerintah Daerah, dan e. Pated@an kerja sama internasional di
daerah. Bentuk pengawasan tersebut sebenarnyampgjadi wewenang dan tugas DPR
pada tingkat negara, namun UUD 1945 tidak menyegmya secara limitatif
sebagaimana halnya Undang-undang No. 22/1999.

Ketiga fungsi DPRD tersebut kemudiarkutii pula dengan pemberian sejumlah
besar hak. Hak-hak tersebut meliputi: hak nmemipgstanggungjawaban Kepala
Daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakanelpiksn, hak mengadakan
perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah, halajolargpernyataan pendapat, hak
inisiatif, hak mengajukan pertanyaan, hak menemukaggaran Belanja DPRD, hak
menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD, hak progokohak keuangan dan
administrasi, serta hak imuniatif.

Sedangkan Kepala Daerah, lebih berkorssintsebagai lembaga yang

menyelenggarakan fungsi eksekutif saja atau memimppenyelenggaraan
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pemerintahahan daerah berdasarkan kebijakan y#&etgpkan bersama DPRD. Dengan
kata lain, undang-undang ini berupaya menempatkapala Daerah sebagai lembaga
eksekutif sebagaimana maksud konsep pemisahan deskuaeparation of powey)
meskipun tidak sepenuhnya, karena Kepala Daeraih manjalankan fungsi legislasi
bersama DPRD.

Jadi, meskipun pelaksanaan fungsi lagislanggaran serta pengawasan oleh
DPRD dan pelaksanaan fungsi legislasi eksekutih d{epala Daerah di atas dapat
dipandang sebagai kristalisasi dari adanya mekanichecks and balanceantara
keduanya, namun hal itu tidak menutupi bahwa tedgladi pergeseran dalam distribusi
kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah, khusu$agan menjalankan fungsi
legislasi. Dikatakan bergeser dari ketentuan UUM@518ebelum amandemen, karena
menurut Undang-undang No. 22/1999 DPRD sebagai dgmbyang memiliki
kewenangan primer dalm menjalankan fungsi legisiiasi Kepala Daerah ditentukan
mempunyai hak inisiatif, sementara UUD 1945 menartubahwa Presiden-lah yang
memiliki kewenangan primer dalam menjalankanfuriggislasi dan DPR ditentukan
mempunyai hak inisiatif. Sedangkan dikatakan bengetari ketentuan UUD 1945
sesudah amandemen, karena Undang-undang No. 22di@88lang tidak memberikan
limit waktu kepada Kepala Daerah kapan ia harusetagkan Raperda yang yang telah
disetujui menjadi Perda- sehingga dikuatirkan maati dapat memberikan peluang
sejenis hak veto kepada Kepala Daerah- sementaia 1845 telah memberikan limit
waktu yang jelas kepada Presiden kapan ia harustamtan RUU yang telah disetujui
menjadi undang-undang.

Lebih mencolok dari pelaksanaan prircdieck and balancedi atas, distribusi
kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah menurw@tndnaghdang No. 22/1999 telah
bergeser dari ketentuan UUD 1945- sebelum maupsodaé amandemen- karena
adanya pelaksanaan prinsip wewenang subordinatd gmiliki oleh DPRD terhadap
Kepala Daerah. Indikasi-indikasi adanya pelaksangamsip wewenang yang
subordinatif tersebut, paling tidak meliputi empat.

Pertama dalam hal pemilihan Kepala Daerah. DPRD berwemaeqilih Kepala
Daerah, sedangkan UUD 1945 tidak menentukan kal®&R erwenang memilih
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Presiden, sebelum maupun sesudah amandemen. Tkijogawalam hal ini, wewenang
usulan pengangkatan.

Keduagalam hal mekanisme pemilihan Kepala Daerah. DRfRRupakan pihak
yang menjalankan semua mekanisme atau tata cardina@mKepala Daerah. Tugas
yang sama mengenai semua mekanisme atau tataerailédhpn Presiden dilakukan oleh
MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen, dan olemisg{oPemilihan Umum
sesudah amandemen.

Ketigadalm hal pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sebanandemen UUD
1945, pertanggungjawaban yang disampaikan Presidaga diberikan kepada MPR,
dan tidak ada lagi bentuk pertanggungjawaban yaegpaikan Presiden kepada MPR
sesudah amandemen, kecuali bentuk pertanggungjawadagenai pelanggaran hukum
atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarétagai Presiden. Itupun telah terbukti
berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapidablg-undang no. 22/1999
menentukan adanya bentuk pertanggungjawaban Kdépa¢aah kepada DPRD, baik
pertanggungjawaban akhir masa jabatan, pertangawabpn setiap akhir tahun
anggaran, maupun pertangguingjawaban yang dimiete@PRD dalm sewaktu-waktu.

Keempatdalam hal pemberhentian Kepala Daerah. Pembéthdfépala Daerah
menurut Undang-undang No. 22/1999 terdapat dalgm lientuk, yaitu diberhentikan
oleh Presiden atas usul DPRD, diberhentikan oleRIDEan disahkan oleh Presiden,
dan diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui pgusen DPRD.

Pada bentuk pemberhentian yang teraldignya tidak terlalu memunculkan
polemik karena apabila seorang Kepala Daerah térbelith melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan hukuman mati bekdas&UHP atau telah melakukan
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memedain KERI| yang dinyatakan dengan
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan huRuesjden memiliki alasan yang kuat
untuk memberhentikannya tanpa persetujuan DPRIDngPatak ada dua alasan yang
kuat untuk itu, yaitu di satu sisi pemberhentiangydilakukan adalah murni berdasarkan
ketentuan hukum dan keputusan Presiden diberikamkumenguatkan keputusan
pengadilan sebelumnya dalam rangkaw enforcement dan di sisi lain bahwa
pemberhentian dilakukan sebagai tindakan yang attgp harus diambil oleh Presiden

dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI. Kegk@adi tindakan-tindakan yang
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dapat memecah belah bangsa, menjadi kewajibarderesntuk bertindak cepat, sebagai
bentuk pelaksanaan fungsi pertahanan, keamanahkedartiban efence, security and
protectional funcion).

Namun, dalam hal Kepala Daerah yangrbésikan oleh Presiden atas usul
DPRD dan yang diberhentikanoleh DPRD dan disahkkth d’residen jelas-jelas
menampilkan wujud wewenang yang subordinatif, ygagg tidak ditemukan dalam
rumusan UUD 1945. Untuk kesekian kalinya dalansanliini dikatakan bahwa menurut
UUD 1945 sebelum amandemen, DPR tidak dapat memb@hn Presiden. Apabila
Presiden dapat diberhentikan oleh MPR, hal itu bukaerarti DPR dapat
memberhentikan Presiden karena anggota MPR bukayaftardiri dari anggota DPR.
Apalagi setelah amandemen, di mana Presiden haapat diberhentikan apabila telah
terbukti melakukan pelanggaran hukum atau apadilaukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden, setelah adanya keputusan Mahkidoradtitusi dan setelah adanya
keputusan MPR mengenai pemberhentian Presidendaekda sidang paripurna MPR.

Keempat hal tersebut dipandang memselaagai indikasi bahwa adanya bentuk
wewenang subordinatif DPRD terhadap Kepala Daerahumit Undang-undang No.
22/1999. Adanya bentuk wewenang subordinatif tertselang tidak ditentukan dalam
UUD 1945 baik sesudah maupun sebelum amandemamlsiih pula adanya ketentuan
mengenai pelaksanaan fungsi legislasi yang jugek tgksuai dengan ketentuan UUD
1945 baik sesudah maupun sebelum amandemen, mbdslahe bahwa distribusi
kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam gnoetang No. 22/1999 tidak
sesuai lagi atau telah bergeser dari prinsip-gribdiD 1945.

B. Sentralisas Orde Baru

Untuk bisa memahami perubahan yang sebarjglan, selain mengupas konteks
(ruang sosial), diperlukan pula mengkritisi prosgang sebelumnya berlangsung.
Pemahaman ini dibutuhkan untuk dapat memperbandimgklan kemudian dapat
memberikan penilaian, sekaligus melihat segi-seapigy masih beraroma lama serta
usulan pembaruan (Il) - agar dapat memberikan mekalasi pembaruan yang
menyeluruh (lll) [lihat skema]. Pada bagian terdahtelah dibahas implikasi gaya

otoritarisme orde baru, yang dengan sendirinya mieaikan pertanyaan dalam struktur
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yang bagaimana berbagai implikasi tersebut dapakebdang. Bagian ini, pada
dasarnya ingin menjawab pertanyaan tersebut, yakangulas mengenai watak
sentralisme yang anti ,demokrasi dari kebijakanatay No. 5/1974 dan UU No.
5/1979. Pembahasan tertuju pada segi-segi umunkel@jakan tersebut.

1. Konsep Dasar Otonomi

Gagasan otonomi yang dikembangkan dalam Welnjdama, berangkat dari suatu
pemahaman yang konvensional dan konservatif atksanaegara kesatuan. Dalam hal
ini, kesatuan bukan satu dalam perbedaan, atamdaasep awal: bhinneka tunggal ika,
melainkan keseragaman. Perbedaan tidak dilihat gaeb&ekayaan, melainkan
(dipandang) sebagai keburukan yang harus dibasamddhgan ini tentu saja sangat
sejalan dengan praktek politik orde baru yang pddaarnya menjalankan garis
totaliterisme untuk kepentingan akumulasi modal.

Dalam kebijakan tersebut (UU No. 5/1974) digkén,....sesuai dengan sifat Negar
Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Petabribaerah sejauh mungkin
diseragamkan. Otonomi dengan demikian, bukan kongem didasarkan kepada
kesadaran adanya perbedaan yang perlu dikembarsgsmgai modal pembangunan,
melainkan konsep yang ditumbuhkan demi pencapaikses atau efisiensi proses
pembangunan. Hal ini jelas terbaca dari pengentiangenai otonomi,....Hak, wewenang
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengumsiritangganya sendiri dengan
peraturan perundangan yang berlaku [ps.1 c.].

Kata kewajiban yang termuat, menjadi klaudalskis yang mengikat, dan dengan
sendirinya daerah tidak berarti memperoleh kebehasaaka sebaliknya, yakni
diproyeksikan mengurangi beban pusat, yang selaligienjalankan apa yang
dibutuhkan oleh pusat:....dalam rangka melancapaaksanaan pembangunan yang
tersebar di seluruh pelosok negara dalm membinalki&m politik serta kestuan bangsa,
maka hubungan yang serasi antara pemerintah pasatiaerah atas dasar keutuhan
negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otodestah yang nyata dan
bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembanganpdmbangunan daerah dan

dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasninjpeng e]. Dekonsentrasi
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dekonseptualisasi sebagai,....Pelimpahan weweramg@eimerintah atau kepala wilayah
ataun kepala instansi vertikal tingkat atasannyméa pejabat-pejabat di daerah.

Dengan konsep otonomi yang demikian, pemdrimtaerah pada dasarnya bukan
sebuah institusi otonom yang bisa menjadi salueayi &spirasi rakyat, melainkan wakil
pemerintah pusat di daerah. Penggabungan konseptd#isasi bersama-sama dengan
konsep dekonsentrasi yang lebih menonjol, menjadid@nomi yang dikembangkan,
pada dasarnya adalah manipulasi demokrasi, atatrakeme yang berbungkus
demokrasi. Yang hendak dikembangkan sesungguhnianbdemokrasi, melainkan
kontrol, yakni untuk lebih memaksimalkan kinerjarolrasi bagi kepentingan
pembangunan [pertumbuhanekonomi]. Dalam konsepsuara daerah bukan saja tidak
didengar, tetapi sangat mudah ditundukkan oleh rikepgn pusat atau kepentingan
nasional.

Pada bagian penjelasan secara tegas disebodkava maksud dan tujuan otonomi
kepada daerah sudah ditegaskan dalam Garis-garsar BHaluan Negara yang
berorientasi pembangunan.. Yang dimaksud denganbgegnnan disini adalah
pembangunan dalam arti yang luas, yang meliputialaegegi kehidupan dan
penghidupan. Jadi hakekatnya otonomi lebih merupddeavajiban daripada hak, yaitu
kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannyalpgngunan sebagai sarana untuk
mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diteriama dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab. Otonomi yang nyata dan bertanggwadyaberarti: nyata pemberian
otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepadtor-faktor, perhitungan-
perhitungan dan tindakan-tindakan yang benar-belzgrat menjamin Daerah yang
bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumajatayegsendiri; bertanggungjawab
pemberian otonomi benar-benar sejalandengan tujaannyaitu melancarkan
pembangunan yang tersebut di di seluruh pelosokafdeglan serasi atau tidak
bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yanly daberikan, serasi antara
pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamkenpeangan dan pembangunan
daerah. Dalam hal ini asas dekonsentrasi bukandaeke@mplemen atau pelengkap
terhadap asas desentralisasi, akan tetapi samanger@ dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerabh.
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2. Kewenangan Daer ah.

Disebutkan bahwa daerah berhak, berwenang ldakewajiban mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengatugrgerundang-undangan yang
berlaku [ps.7]. Lebih lanjut dikatakan:”... penaréa penyerahan urusan pemerintahan
kepada daerah ditetapkan dengan peraturan penmeriht®osisis daerah yang secara
nyata merupakan subordinat pemerintah pusat, mkajadkewenangan yang dimiliki
sangat terbatas. Atas dekonsentrasi yang dijalaskamg dengan asas desentralisasi,
bukan saja membuat kekaburan (ketidakjelasan aapang-tindih) segi-segi yang dapat
dijalankan secara mandiri, tetapi juga cenderungnegasi peluang menguatnya
deswentralisasi.

Pemerintah Daerah dan Daerah, cenderung dildédh konsep kepentingan nasional
dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, serthaideban yang diberikan pusat,
sebagai akibatnya prakarsa daerah sulit untuk thndan berkembang secara wajar.
Pada sisi yang lain, tanpa suatu penyebutan kewganalyang jelas, dan masih
menggantungnya apa yang bisa dilakukan daerah degaamgka kepentingan daerah,
membuat daerah benar-benar dalam posisi tergakepagla pusat, sebab secara prinsip
undang-undang yang ada, tidak bersifat operasional.

3. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Dalam kebijakan pemerintahan daerah [UUNo.9B4], dinyatakan bahwa
pemerintah daerah adalah kepala daerah dan dewamakian rakyat daerah. Hal ini
bermakna bahwa dewan perwakilan rakyat menjadebadgri pemerintah daerah.
(Catatan: dengan posisi yang demikian, maka sangait $agi rakyat untuk
mengedepankan aspirasi dan juga sulit bagi aspinadiyat dapat diperjuangkan-
perwujudan aspirasi rakyat pada gilirannya sangatgantung pada political will dan

bukan akibat proses demokrasi

Adapun susunan pertanggungjawaban lihat baganuberik

Susunan Pertanggungjawaban
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Struktur ini sangat memperlihatkan watak isadan sentralisme yang mengabaikan
aspirasi dari bawah. Mereka yang di bawah hanyapuagai jatah untuk menjalankan
tugas, dan tidak punya daya tawar yang tinggi.

4. Catatan Umum

Dari beberapa segi mengenai kebijakan pemagran daerah, yang tertuang dalam
kebijakan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah terdagberapa kesimpulan penting:

Pertama bahwa kekuasaan pusat mengupayakan suatu skejaad&e organisasi,
serta orientasi, yang sedemikian rupa sehinggaoatodaerah bukan berwujud sebagai
penguatan daerah, melainkan menempatkan daeralyaseibatrumen efektif untuk
keperluan realisasi tujuan yang telah ditetapkarsapuDengan demikian, pusat
menganggap bahwa apa yang sudah diutuskan pusapaken hal yang lebih luhur
(benar) dan dengan demikian tidak diberikan ruamgkumembantah atau memberikan
penilaian.

Kedua posisi dewan perwakilan rakyat daerah yang tenslibasi, dan tidak
mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban l&egaera, membuat aspirasi
rakyat tidak bisa tersalurkan secara efektif melp&rwakilan rakyat di daerah-daerah.
Jika demokrasi diindikasikan oleh ruang rakyat y#tgh terbuka, maka sangat jelas
tampak bahwa kebijakan yang ada telah dengan sengajgorbankan demokrasi demi
keperluan kepentingan birokrasi, melalui restrigg@mbatasan] atas posisi dan peran
institusi legislatif. Selain itu, pembatasan pagendaerah, menjadikan institusi kontrol
tidak bisa berjalan efektif. Segala sesuatu dibakesigali pusat.

Ketiga alasan efisiensi dan kebutuhan-kebutuhan untwkupeelkan apa yang sering
disebut sebagai mempertahankan keutuhan NegaraudasRl, membuat pemerintah
pusat sangat terlihat menyimpan keengganan untulyenghkan wewenang yang lebih
besar kepada daerah otonom. Yang tampak malah segtsi desentralisasi dengan
mengedepankan dekonsentrasi. Otonomi sebagai kongapy memaksudkan
berlangsungnya proses penguatan daerah, untuk belbbdaya dalam menampung dan
mengaktualisasi aspirasi rakyat setempat, dalarktgkaelah dipalsukan dan dijegal

dengan skema sentralisme yang mendukung pertumiakiomomi.
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C. Wajah Baru Otonomi: Pembaruan dan Ancaman

Berikut akan dibahas kebijakan baru baik yamgnuat dalam UU No. 22/1999
maupun UU No. 25/1999. Pembahasan akan melewati tabap: Pertama berupa
gambaran umum untuk melihat kecenderungan-kecemgi@nu perubahan yang
ditawarkan oleh kebijakan baru, melalui perbandingansep-konsep dasar. Kedua,
berupa ulasan mengenai segi-segi dasar dari kahijblru, yang dalam hal ini untuk
melihat substansi pembaruan yang diajukan. Damg&ethembahas mengenai segi-segi
dasar yang masih menjadi ancaman dari kebijakam, bammasuk mendaftar sejumlah

peraturan yang harus dikeluarkan untuk operasmasilkebijakan ini.

1. Pengertian-pengertian
Berikut adalah catatan mengenai istilah-istkanci yang digunakan dalam kebijakan

otonomi daerah. Istilah yang diambil,. Hanyalallaktyang ada pada kedua kebijakan

(lihat bagan)

Perbandingan Beberapa Konsep Dalam UU No. 22/ #889UU No. 5/ 1974 dan UU

No. 5/1979

Istilah UUNo. 5 th. 1974 UU No. 22 th 1999 Keterangan

UU No. 5 th. 1979

Pemerint| Perangkat Negara Perangkat Negara Pengertian

ah Pusat| Kesatuan Republik Kesatuan Republik | pemerintahan
Indonesia yang terdiri | Indonesia yang terdiri pusat pada uu

dari presiden beserta | dari presiden beserta| yang bardebih

pembantu- para menteri menyempit

pembantunya (dengan
menyebut
subyek)yakni

presiden dan
para menteri
dibanding

penyebutkan
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pembantu

Menurut asas daerah
desentralisasi
Desentra| Penyerahan urusan | Penyerahan UU lama
lisasi pemerintahan dari wewenang memfokuskan
pemerintah atau daerahpemerintahan oleh kepadaurusan
tingkat atasnya kepada pemerintah kepada | UU baru pada
daerah menjadi urusan daerah otonom dalam wewenang
rumah tangganya. kerangka NKRI Urusan lebih
spesifik, dan
teknis (tidak
memberi ruang
pada aspirasi)
Dekonse| Pelimpahan wewenang Pelimpahan UU lama
ntrasi dari pemerintah atau | wewenang dari menonjolkan
kepala wilayah atau | pemerintah pusat watak
kepala instansi vertikal kepada gubernur sentralisme,
tingkat atasannya sebagaiwakil dimana segala
kepada pejabat-pejabat[pemerintah dan/atau| organ daerah
di daerah. perangkat pusat di merupakan
daerah. kepanjanganpus
t. UU baru,
memperlihatkan
bahwa gubernur
mengemban
tugas sebagai
perangkat
pemerintah
pusat.
Tugas Tugas untuk turut serta Penugasan dari Pddarna
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pembant

dalam melakukan

pemerintah kepada

tampak bahwa

uan urusan pemerintahan | daerah dan desa dan| aparat di bawah
yang ditugaskan dari daerah ke desa | merupakan alat
kepada pemerintah untuk melaksanakan | dari aparat di
daerah oleh pemerintahtugas tertentu yang | bawahnya dalam
atau pemerintah daerahdisertai pembiayaan, | rangka
tingkat atasnya dengan sarana dan prasarana pemerintahan
kewajiban serta sumberdaya (pusat, NKRI).
mempertanggungjawapmanusia dengan Sedangkan UU
kan kepada yang kewajiban melaporkanbaru penugasan
menugaskan. pelaksanaannya dan | disertai
mempertanggungjawa pembiayaan,
bkannya kepada yang sehingga dapat
menugaskan. menghindari
pembebanan
pada perangkat
daerah. Namun
demikian klausal
pertanggungjawa
ban yang
mengikuti garis
pembiayaan,
patut diduga
dapat
memberikan
alasan kontrol
pusat secara
berlebihan.
Otonomi | Hak wewenang dan | Kewenangan daerah | Undang-undang
Daerah | kewajiban daerah untukotonom untukmegatur lama memuat

A
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mengatur dan
mengurus rumah
tangganya sendiri
dengan peraturan
perundang-undangan

yang berlaku.

dan mengurus
kepentingan
masyarakat setempat
menurut prakarsa
sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat
sesuai dengan
peraturan perundang-

undangan.

unsur kewajiban.
UU baru,
menekankan
bhwa otonomi
merupakan
kewenangan
daerah untuk
mengatur dan
mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat dengar
menekankan
pada pentingnya
aspirasi
masyarakat.
Namun UU baru
tidak menyebut
otonomi sebagai
hak.

I

Daerah

Otonom

Kesatuan masyarakat
hukum yang
mempunyai batas
wilayah tertentu yang
berhak, berwenang, dg
berkewajiban mengatu
dan mengurus rumah
tangganya sendiri
dalam ikatan NKRI,

sesuai dengan

Kesatuan masyarakat
hukum yang
mempunyai batas
daerah tertentu
berwenang mengatur
rdan mengurus
kepentingan
masyarakat setempat
menurut prakarsa

sendiri berdasarkan

ldem
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perundang-undangan

aspirasi masyarakat

A

t

yang berlaku. dalam NKRI
Wilayah | Lingkungan kerja Wilayah kerja UU baru
Adminis | perangkat pemerintah | Gubernur selaku wakil menempatkan
trasi yang pemerintah otonomi pada
menyelenggarakan Dati Il, bukan
pelaksanaan tugas pada Dati |. Pade
pemerintahan umum dj UU lama, tidak
daerah. ada kejelasan
mengenai
subyek. Semua
organ adalah alal
pusat
Kelurah | Suatu wilayah yang | Wilayah kerja lurah | Pada UU lama,
an ditempati oleh sebagai perangkat kelurahan
sejumlah penduduk | daerah kabupaten merupakan orgal
yang mempunyai di bawah
organisasi langsung di kecamatan,
bawah Camat. demikian
pembantunya.
Pemerint| Kepala Daerah dan Kepala daerah besertaPada kebijakan
ah dewan perwakilan perangkat daerah lama dapat
Daerah | rakyat daerah otonom yang lain ditapsirkan
sebagai badan sangat luas.
eksekutif daerah. Pada UU lama
tidak dipisahkan

antara eksekutif

dan legislatif-
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legislatif menjadi

ditempati oleh

sejumlah penduduk

sebagai kesatuan kewenangan untuk | organisasi

masyarakat. mengatur. pemerintah
terendah
langsung di
bawah

bagian dari
eksekutif
Pemerint| [tidak adg Penyelenggaraan DPRD menjadi
ahan mempunyai pemerintahan daerah| bagian dari
Daerah otonom oelh pemerintahan
pemerintah daerah dardaerah, bukan
DPRD dan/ atau bagian dari
ndaerah kota dibawah pemerintah pula
kecamatan dengan UU baru
Desa Suatu wilayah yang | Kesatuan wilayah UU yang lama

masyarakat hukum

yang memiliki

menunjuk bahwa

desa merupakan

Dari istilah kunci tersebut, dapat dikaakbahwa telah terjadi pergeseran atau
pembaruan. Karakter kebijakan lama yang sentiglistan menempatkan otonomi
sebagai bagian dari strategi untuk memaksimaligesses pembangunan menonjol —
otonomi lebih merupakan kewajiban daripada hak.aBgkilan kebijakan baru, lebih
menekankan bahwa... dalam undang-undang ini peambkewenangan otonomi kepada
daerah Kabupaten dan daerah kota didasarkan kegssda desentralisasi saja dalam
wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjapafjelasan pasal 1.h (Bab I).
Namun demikian kualitas kebijakan otonomi daerdakibisa hanya dilihat dari satu

segi. Oleh sebab itu, perlu dilihat aktualisasadabatang tubuh kebijakan tersebut.

42



2. Substansi Pembaruan: Otonomi di Bawah Reformasi.

UU No. 5/1974 menekankan fungsinya seblaggian dari kewajiban yang diemban
daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangsebagai sarana untuk mencapai
kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan ditekdsan dengan penuh tanggungjawab.
Sebaliknya UU baru, menekankan bahwa otonomi y#membangkan dimaksudkan dan
dijalankan dengan prinsip demokrasi dan untuk mdmunkan peran serta masyarakat.
Jika dilihat dari konteks politik, maka kehadirabl Mo. 5/1974, ada pada kondisi politik
yang represif, dimana kekuasaan orde baru seddam gaoses penguatan. Sedangkan
UU No. 22/1999, lahir dalam situasi reformasi, @agkmbangnya kekuasaan orde baru.
Nampak bahwa kebijakan otonomi merupakan bagianp#anenuhan tuntutan rakyat
bukan kebijakan yang merepresentasikan praktekokdasi kekuasaan. Sebagai bahan
perbandingan mengenai pelaksanaan asas-asas hnbpemgarintah pusat dan daerah
(lihat bagan)

Pelaksanaan asas-asas Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Asas Sifat Perbedaan Kewenangan pada Pemerintah
Pemberian
Kewenangan
Pusat Wilayah Daerah
Desentra- | Penyerahan Pengawasan| Koordinasi Kebijakan
lisasi Pengendalian | pengawasan Perencanaan
Pertanggungja Pelaksanaan
waban umum Pembiayaan
(kecuali gaji
pegawai)
Dekonsen-| Pelimpahan KebijaksanaanKoordinasi Menunjang
trasi Perencanaan Melengkapi
Pembiayaan
Pengawasan
Pemban- | Pengikutserta-| Kebijaksanaan| Koordinasi Membantu
tuan an Perencanaan pelaksanaary
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Pelaksanaan

Pembiayaan

Pengawasan.

Otonomi diberi makna sebagai: kewenangamatiaetonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menuakarpa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan pegrudaangan. Dikatakan pula bahwa
dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang pertuk lebih menekankan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyaraketnerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerghlanbé) menekankan, bahwa
dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dndalaupun di luar negeri, serta
tantangan persaingan global, dipandang perlu mengghrakan otonomi daerahdengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bedaggyvab kepada daerah secara
proporsioanal, yang diwujudkan denganpengaturamrmbpgian dan pemanfaatan
sumberdaya nasional serta perimbangan keuangart pgaesadaerah, sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyard@a keadilan serta potensi dan
keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalamgkerdNegara Kesatuan Republik
Indonesia. Dari sini nampak adanya suatu keinginatuk mengembangkan suatu
pemerintahan transisi, yang lebih mengakomodasandiike daerah, yang didasarkan
pada prinsip demokrasi.

Otonomi yang dikembangkan secara tegas kaekan pemisahan antara asas
desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Mengingabmi bertumpu di tingkat Il dan
bukan di propinsi. Maka dalam hal ini propinsi nmasierupakan wakil pemerintah pusat
di daerah. Sedangkan daerah otonom akan berddirsetidak hirarkis.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip otondagrah yang dijadikan pedoman dalam
kebijakan adalah:

a. Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengamperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensiemekaragaman daerah;

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otorloas, nyata dan

bertanggungjawab;
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Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuhakkbet pada daerah
Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan otonomi Daerapinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengaftitksineegara, sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusaDdearah, serta antar daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkakieemandirian daerah
otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten daahdKota tidak ada lagi
wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-ksava khusus yang dibina
oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badanitafokawasan pelabuhan,
kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawadaranh@n, kawasan
perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacanbeylaku ketentuan
peraturan daerah otonom.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkgkaaman dan fungsi badan
legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi pengawamupun fungsi anggaran
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daprapinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untukaksaihakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada guibersebagai wakil
pemerintah.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkak,tahya dari pemerintah
kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daraddespada desa yang disertai
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, sert@rsdeya manusia dengan
kewajiban melapor pelaksanaan dan mempertangguabkan kepada yang
menugaskan.

Point tersebut, menunjukkan adanya kecenderungeyegeran dari paradigma
lama, yang menyatukan asas dekonsentrasi dengardesantralisasi, sehingga
menghilangkan makna otonomi. Pada sisi yang la&makrasi hendak dijadikan
dasar utama, dan tidak semata-mata mengembanglsarefiaiensi dan kontrol
birokrasi negara. Hal ini tentu saja memberikamged bagidaerah untuk tumbuh

dengan potensi dan kehendak rakyat.
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3. Kewenangan Daer ah.

Dalam suatu bab khusus, kewenangan daeralr,dyakni: Pasal 7: (1) Kewenangan
daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangripgaman, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keanarmeradilan, monetr dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain; (2) kewendpigang lain, sebagaimana disebut
pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaasional secar makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negardeti@aga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusgaypgonaan sumber daya alam
serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dtandarisasi nasional. Ditegaskan
pula pengaturan lebih lanjut mengenai berbagai nked® kewenangan ini akan
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Beberapa kecenderungan yang berlangsung beakaini, seperti penghapusan
departemen penerangan dan departemen sosial, bggk@mbangnya isu pembubaran
BPN (Badan Pertanahan Nasional), menunjukkan ad&eganderungan pemerintah
baru untuk mengurangi kewenangan pemerintah pasabkiin menyerahkannya kepada
pemerintah daerah. Penyebutan secara lebih jelasyapg dikerjakan oleh pusat,
memberi kesan bahwa kebijakan ini hendak menegdsiianwa apa yang bisa dilakukan
pemerintah pusat sudah semakin terbatas, sebalikpgayang mungkin dilakukan
pemerintah daerah masih terbuka, dan tentu padadidan wilayah yang tidak menjadi
kewenangan pemerintah pusat (lihat rincian dalagatg

Masalah Kewenangan Pusat dan Daerah:

Tingkat Bentuk Kewenangan Pasal Keterangan
Pusat 1. Politik luar negeri 7 ayat1l | Dinyatakan
2. Pertahanan keamanandan 2 bahwa
3. Peradilan kewenangan
4. Moneter danfiskal daerah adalah
5. Agama seluruh bidang
6. Perencanaan nasional pemerintahan
secara kecuali 13 item
makro tersebut. Jadi
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7. Dana perimbangan
keuangan

8. Sistem administrasi
negara dan lembaga
perekonomian

9. pembinaan dan

pemberdayaan
sumberdaya manusia

10. Pendayagunaan

sumberdaya alam

11. Teknologi tinggi yang

strategis

12. Konservasi

13. Standarisasi nasional

dalam hal ini
kewenangan
daerah adalah
kewenangan sisa
Banyak pihak
yang keliru dalam
melihat
kewenangan pusg
yang dilihat hanyg
5 butir.

At

|

Daerah (tidak
jelasPpropinsi
atau

Kabupaten/Kota

* Mengelola sumberdaya
nasional yang ada di
wilayah
* Kewenangan di wilayah
laut
meliputi:
1. Eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, pengelolaan
kekayaan sebatas wilaya
2. Pengaturan kepentinga
administratif; Pengaturan
tata ruang;
3. Penegakan hukum
terhadap peraturan yang
dikeluarkan oleh daerah

atau yang dilimpahkan

=

in

Penting untuk
dicermati bahwa
masalah
eksploitasi
sumberdaya alam
merupakan
wilayah yang
rawan konflik.
Dengan
menyatakan
bahwa masalah
eksploitasi masih
akan diatur oleh
peraturan
pemerintah, tentu

masih menyimpar
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Propinsi

kewenangannya oleh
pemerintah

4. Bantuan penegakan

keamanan dan kedaulatan

negara. Untuk daerah

Kab/Kota kewenangan

sejauh sepertiga batas la

daerah Propinsi.
Sebagai daerah otonom:
1. Bidang Pemerintahan
yang bersifat lintas
Kabupaten dan Kota

2. Bidang tertentu:

*. Perencanaan dan
pengendalian
pembangunan regional
secara makro;

* Pelatihan bidang
tertentu, alokasi
sumberdaya manusia
potensial dan penelitian
yang mencakup wilayah
propinsi;

* Mengelola pelabuhan
regional,

* Pengendalian
lingkungan hidup;

* Promosi dagang dan
budaya/pariwisata;

* Penenganan penyakit

Penjelasar

uPasal 9

|

masalah yang
perlu mendapat

perhatian

Ketentuan
kewenangan ini
dapat dipandang
sebagai bentuk
desentralisasi
terbatas untuk
wilayah propinsi.
Namun bila
dilihat lebih
seksama maka
kewenangan yang
lebih bersifat
menejerial, dan
tidak mengandung
bobot otoritas
dalam akses dan

kontrol terhadap
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menular dan hama
tanaman;

* Perencanaan tata ruang
propinsi.

* Kewenangan yang tidak
atau belum dilaksanakan
Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota;

Sebagai wilayah
administrasi: bidang
pemerintahan yang
dilimpahkan pada
Gubernur.

asset.

Sebagai bentuk
desentralisasi
terbatas untuk
wilayah propinsi.
Namun bila
dilihat lebih
seksama, maka
dengan demikian,
daerah pada
dasarnya
memperoleh
beban yang belun

bisa dijalankan.

Daerah
Kota/Kabupaten

* Mencakup semua
kewenangan pemerintah
selain yang diatur pada
Pasal 7 dan Pasal 9
* Bidang pemerintahan
yang

wajib meliputi:
. Kesehatan;
. Pendidikan;
. Kebudayaan;
. Pertanian;

. Perhubungan;

S 0~ WO DN PP

. Industri;
7. Perdagangan;
8.Penanaman modal;

9. Lingkungan hidup;

Pasal 11

Penting untuk
dicatat bahwa
Pasal 12
menyebutkan:
Pengaturan lebih
lanjut mengenai
pasal 7 dan 9
ditetapkan dengat
peraturan

pemerintah.
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10. Pertahanan;

11. Koperasi dan

12. Tenaga kerja.

4. M asalah Dana Perimbangan.

Sampai saat ini masalah dana perimbangaat glan daerah masih menimbulkan
kontroversi. Kehendak pemisahan atau munculnya@mra federal, memberi indikasi
yang kuat bahwa daerah masih belum sepakat dermg@sef yang sudah dirumuskan
dalam kebijakan perimbangan keuangan pusat-da¢ealtama daerah kaya seperti
Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Irian, dan beberagerdh lain. Meskipun semangat
untuk lebih memberdayakan daerah, melalui upaya pedmesar penerimaan daerah,
namun kesan bahwa pusat masih menguasai bagi@sdexdnari penerimaan yang berasal
dari daerah, cukup terlihat. Dan hal ini pada dasamenjadi catatan tersendiri, sebab
bagaimana pun otonomi membutuhkan ketersediaararpres yang memadai. Tanpa
kesemuanya itu, otonomi hanya merupakan kebebaspa tlaya.

5. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan bentuk dan susunan kebijid@a yang (1) mengintegrasikan
seluruh unsur di bawah dalam skema hirarki pusat(8a menutup peluang partisipasi
dengan jalan memandulkan dewan perwakilan rakyaiatia maka dalam kebijakan baru
ini, terdapat kecenderungan untuk menghilangkan Oah tersebut. Secara tegas
menyatakan bahwa untuk daerah tingkat Il benar+tbakan dikembangkan konsep
otonomi, yakni desentralisasi yang tidak diikutlolhsas dekonsentrasi.

Adapun posisi dewan perwakilan rakyat seneipisah dengan pemerintahj daerah,
dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memintaol@n pertanggungjawaban dari
pemerintah daerah. Dengan demikian kemungkinaramgsungnya kontrol menjadi
sangat besar. Hanya mungkin dalam realisasi masiimibulkan tanda tanya besar,
apakah dewan perwakilan rakyat daerah akan menggnn&ewenangannya bagi
demokrasi, atau masih terdapat tradisi politik l@rsional yang menyulitkan dewan

perwakilan rakyat daerah untuk bersuara membaweaasgdan kepentingan masyarakat.
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Pun dalam hal ini otoritas DPRD menjadi lebih besamutama untuk menolak kepala
daerah bila dipandang gagal.

Perubahan otoritas DPRD yang demikian terjaurs@mbawa konsekuensi yang kuat;
Pertama, dibutuhkan perubahan iklim dan kulturtigoli kalangan DPRD, agar tidak
lagi berjalan dalam pola lama, sebaliknya bangurgde pola baru bahwa posisi mereka
benar-benar independen dan bukan menjadi bagiane#laekutif. Kedua, perlunya
pemberdayaan di kalangan parlemen daerah agar Hmsfungsi menyerap dan
memperjuangkan aspirasi rakyat. Perlu disadari halawggota dewan adalah para
pemain baru yang akan berhadapan dengan pemainylmgakawakan. Untuk hal yang
kedua ini, parlemen daerah perlu membuka diri, gga akses dan dukungan dari

masyarakat lebih besar, agar dapat bekerja se@ksimal.

6. Catatan Umum.

Dapat dikatakan bahwa semangat pembaruamu#tr dalam kebijakan baru.
Semangat tersebut pada dasarnya merupakan redbsieaspirasi yang berkembang, dan
bukan wujud dari kepedulian pemerintah pusat paaerath. Bila UU No. 5/1974
menekankan fungsinya sebagai bagian dari kewajbag diemban daerah untuk ikut
melancarkan jalannya pembangunan sebagai saramametcapai kesejahteraan rakyat
yang harus diterima dan dilaksanakan denganpemgguagjawab. Sebaliknya UU No.
22/1999, menekankan bahwa otonomi yang dikembandiaaksudkan dan dijalankan
dengan prinsip demokrasi dan untuk menumbuhkannpeseta masyarakat. Dari
penjelasan dapat dibaca bahwa otonomi yang diberikeengandung dimensi
bertanggungjawab, yang berarti adanya konsekué¢asipemberian kewenangan dalam
wujud tugas dan kewajiban, yakni..... pemeliharbabungan yang serasi antara pusat
dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Perbedaan nyata adalah bahwa UU yang baru hebnekankan aspek demokrasi dan
peran serta masyarakat. Namun jika ditilik lebiju& Otonomi daerah dimaknai sebagai
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mendwpentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkanasspmasyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang relatif samgademakna dalam UU No. 5/1974,

mengurus rumah tangganya sendiri. Jika rakyat pyogsi tawar maka pernyataan
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prakarsa rakyat akan punya arti. Sebaliknya raéy@lenngu, maka hal tersebut hanya
lip service

Pada UU 1974 otonomi dimaksudkan sebagai jaiuk memantapkan pembangunan
sebagai sarana untuk mencapai kesejahtetraan rékgagian demikian UU 1974 lebih
menekankan pada pencapaian (target), sedangkan dJI221999, lebih menekankan
kepada proses. Dari prinsip demokrasi dipahami balang harus termuat setidak-
tidaknya adalah input, proses dan output. Jika &aajah satu saja, maka tidak akan ada
jaminan bagi pencapaian tujuan sebagaimana dikeken@kyat. Dalam tuntutan
reformasi sangat jelas tercetus ide partisipasmiNamemuat partisipasi tanpa didukung
oleh infrastruktur politik yang memadai, hanya npetkan taktik akomodasi yang tidak
menyentuh substansi. Dengan kata lain, semangabgrean yang termuat dalam
kebijakan otonomi daerah (yang baru), masih menftatu sejumlah syarat yang harus

diciptakan.

7. Ancaman di Balik Semangat Pembar uan.

Telah disebutkan bahwa kebijakan baru lagbagai reaksi pemerintah pusat
terhadap desakan yang sangat kuat dari masyadsaan demikian bukan merupakan
inisiatif atau wujud kemauan politik pemerintah g@iudRosisi kebijakan yang demikian,
sudah barang tentu mencerminkan adanya ketegangara gpemerintah pusat dan
daerah. Pada satu sisi pemerintah pusat masih medak kontrol yang kuat atas
daerah, dan di sisi yang lain, daerah menghendakiomi yang lebih luas. Sementara
itu, penyelesaian desentralisasi, masih perluatilgebagai wujud pembagian kekuasaan
di kalangan elit politik, dan belum secara otomati®n membawa demokratisasi di
tingkat hubungan elit daerah dan masyarakat baltepat dikatakan bahwa tanpa

demokrasi, maka otonomi hanya akan memindahkarasieme dari pusat ke daerah.

8. Masalah Kewenangan: Ketegangan Pusat dan Daer ah.

Inti otonomi, dalam hal hubungan pusat danratgepada dasarnya terletak pada
wilayah kewenangan yang dimiliki masing-masing gihdMemang dalam kebijakan
baru, wilayahn kewenangan pusat telah disebut dwegas, sehingga memudahkan

untuk memahami apa yang masih bisa dilakukan olslatp Akan tetapi masih adanya
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klausal bahwa kewenangan daerah, akan diatur obgltysan pemerintah, telah
mementahkan peluang perluasan substansial kewenaagaah yangdibutuhkan untuk
merealisasi otonomi berbasis aspirasi rakyat. Daelengan demikian masih sangat
bergantung pada pusat, terutama untuk menterjemakiantitas dan kualitas dari
kewenangan yang dimilikinya.

Sampai dimana pusat akan mengatur daerah?aAp@ada jaminan bahwa pusat akan
memberikan apa yang sudah seharusnya tidak didhr pusat? Masalah ini masih
menimbulkan tanda tanya besar, sebab pemberiamkegan daerah, masih tergantung
pada struktur dan kecenderungan konfigurasi kekuptditik yangada. Masih sangat
dimungkinkan pemerintah pusat berbalik arah dan gmemakan otoritas yang
dimilikinya untuk mengebiri kewenangan daerah, raénjsangat operasional dan
menutup peluang partisipasi, kreasi dan aspir&siata Disinilah masalah paling dasar
segera muncul jika daerah tidak memiliki daya tayaarg tinggi, maka sangat mungkin
posisinya akankembali tersubordinasi sebagaimdaemaeni berlangsung.

Pada tataran praktis, masalah kewenangan tidal terumus secara jelas akan
mengundang spekulasi dan ketidakpastian hukum.ybiad) terakhir ini sesungguhnya
masih sangat terbaca pada point-point tertentuergsepemilihan Gubernur, masalah
hubungan kepala daerah dengan dewan perwakilaatraigrah. Pada bagian tersebut
dikatakan bahwa apa yang sudah diputuskan DPRD kl#ansultasikan pada presiden?
Bagaimana jika presiden tidak setuju? Demikian mldagan pernyataan bahwa DPRD
dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah nbagmi jika usulan ditolak?
Masalah ini tentu tidak bisa dipandang ringan, beketegasan akan menjadi penentu
apakah otonomi hanya berada di level kebijakankataotonomi tersebut merupakan hal
yang operasional (bisa dijalankan).

Dalam soal pengambilan keputusan, dikatakémvAd@emerintah dapat membatalkan
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yatentangan dengan kepentingan
umum atau peeraturan yang lebih tinggi dan/ ataratpean perundang-undangan
lainnnya. (pasal 114). Yang menjadi masalah adsdahpai kapan pembatalan tersebut
akan dilakukan. Apakah pembatalan bermakna penuorataakah ketentuan agar daerah
segera mengadakan perubahan atas kebijakan yaaly diainbil. Bagaimana pula jika

kebijakan tersebut benar-benar meruopakan kehea#tght berdasarkan aspirasi rakyat.
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Dari segi waktu, klausul ini sudahn barang tentunimbulkan ketidakpastian dandi sisi
lain memberikan daya yang sangat besar pada psebgb penapsiran mengenai
ketidaksesuaian berada di tangan pemerintah gdahini merupakan segilain, dari soal
kewenangan. Bahwa masalahnya bukan saja padadsdealu kewenangan, melainkan
juga tingkat kedalaman dan kemampuan daerah utreigembangkan kebijakan dan

menjalankan kebijakan yang telah diambil.

9. Pola Hubungan Antar Kekuatan

Dari sudut semangat pembaruan, struktur yalag dapat dikatakan telah cenderung
mengakomodasi semangat untuk mengadakan desersralskan tetapi masalahnya
tidak sekedar pada pola hubungan yang ada, tetgg@imenyangkut posisi rakyat, dalam
konteks hubungan antara pemerintah daerah dan tradtgmikian sebaliknya. Harus
diakui bahwa posisi rakyat secara umum, masih $degaah, terutama sebagai akibat
dari kebijakan-kebijakan represi dan restriksi,klmnya yang merupakan warisan orde
baru. Dengan demikian, tanpa adanya pembaruan Igditg menyeluruh, menjadikan
kebijakan otonomi daerah tidak punya makna yangrbéshkan cenderung hanya akan
memfasilitasi otoritarisme di tingkat daerah. Otomodaertah menuntut pembaruan

mengenai kebijakan atas pemilu, partai politik dasunan DPR/MPR.

10. Masalah Dana Daer ah

Masalah dana menjadi hal yang sangat kruSlahyak pergolakan daerah pada
dasarnya menuntut porsi yang lebih besar dari @@ yudah ditetapkan. Pemberian
porsi yang memadai akan menjadi hal yang urgembstinpa adanya dana yang cukup,
hal tersebut hanya akan memandulkan konsep otodaarah itu sendiri. Maka tidak
mengherankan bila muncul spekulasi bahwa jika otordaerah diterapkan maka 10
propinsi akan terancam bangkrut (Kompas 27/8/1998)am penjelasan pasal 11 ayat 1
UU No. 22/1999 disebutkan bahwa dengan diberlakay@rundang-undang ini, pada
dasarnya seluruh kewenangann sudah berada padsh dadyupaten dan daerah kota.
Yang menjadi masalah adalah apakah masing-masergtdéersebut cukup mempunyai
sumberdaya dan sumberdana untuk merealisasi kegamamang dimilikinya? Apakah

sumberdaya yang ada tidak terserap ke pusat?
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Dari data yang dihimpun N. Dwi Retnandari tegkap bahwa bila dilihat dari nisbah
PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap AnggarannRiti1997/1998, bahwa pada
sebagian besar daerah tingkat Il, menunjukkan &etidhmpuan untuk mengatasi
keperluan rutin mereka bila hanya berdasarkan petda asli daerah. Hal ini pula yang
menjadikan daerah masih bergantung pada anggangnsgsing disebut sebagai subsidi
pusat. Terlebih bila dilihat dalam kebijakan perangan keuangan pusat daerah yang
memberikanporsi besar bagi pusat untuk hasil kekaydam, seperti migas. Kenyataan
ini sudah barang tentu menimbulkan tanda tanya rbegmkah otonomi yang
dikembangkan memilikim dasar untuk suatu realigyasig konsisten, ataukah otonomi
hanya akan menjadi momentum bagi kebangkrutan ldéikadasi.

Dapat dikatakan bahwa peningkatan sumber pétaasdaerah, akan menjadi hal
yang sangat mutlak. Tanpa peningkatan sumber pé@a@asmelalui porsi yang besar
bagi daerah untuk mengelola sumber pendapatan a@dagdan mengurangi pengiriman
ke pusat, tentu akan menjadi hal yang sangatpdsti otonomi. Disinilah ancaman
yang paling nyata dari otonomi dan sekaligus tagganke depan, yakni bagaimana
mengubah kebijakan yang menelikung otonomi tersabenjadi kebijakan baru yang
mendukung realisasi otonomi.

Pembentukan dan Susunan Daerah [Bab I11].

Pembentukan, nama, batas dan Ibukota suatu dakesdpplan dengan undang-undang
(ps. 5 ayat 2)

Perubahan yang tidak mengakibatkan penghapusaahddeéetapkan dengan peraturan
pemerintah (ps.5 ayat 3)

Syaratpembentukan daerah ditetapkan dengan perggenaerintah (ps.5 ayat 3)

Kriteria penghapusan, penggabungan dan pemekaesaldditetapkan dengan peraturan
pemerintah (ps. 6 ayat 3)

Penghapusan, penggabungan dan pemekaran daeedhpldih dengan undang-undang
(ps. 6 ayat 4)
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Kewenangan Daerah (Bab 1V).

Pengaturan kewenangan daerah di wilayah lautagiken dengan peraturan pemerintah
(ps. 10 ayat 4).

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan promebagai daerah otonom,
ditetapkan dengan peraturan pemerintah (ps. 12)

Penugasan dalam rangka tugas pembantuan, ditetajghegan peraturan perundang-

undangan (ps. 13 ayat 2).

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah (Bab V).

Undang-undang tentang Kedudukan, Susunan, tugagemneeg, hak keanggotaan dan
pimpinan DPRD (ps.15)-UU No. 4/1999

Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetaglesnai dengan perundang-
undangan (ps. 17 ayat 1).

Pedoman penyusunan peraturan tat tertib dewan kikewaiakyat daerah (ps. 17 ayat 4)
peraturan (apa?).

Peraturan perundang-undangan tentang tatacaradpgeryianggota dewan perwakilan
rakyat daerah (ps. 28).

Pedoman pembentukan dan organisasi dan tata kedrgtariat dewan perwakilan rakyat
daerah (ps. 29)- Peraturan (apa?).

Tatacara pertanggungjawaban Gubernur kepada desvamlilan rakyat daerah (ps. 31
ayat 3).

Pertanggungjawaban gubernur pada Presiden (pyaBba

Tatacara pertanggungjawaban bupati/walikota kepkdean perwakilan rakyat daerah
(ps. 32 ayat 4).

Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberianiakdparah (ps.34, 42).

Tatacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikasl&elaerah/wakil kepala daerah (ps.
42 ayat 4).

Tatacara penyidikan kepala daerah dan wakil kejedaah ( ps.59).

Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepalahl (ps.59).

Pedoman pembentukan organisasi perangkat daer&B)ps
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Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadienag pemerintah diatur
dengan keputusan presiden (ps.64).

Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan perataeaahd(ps.66 ayat 6).

Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peratasaatd (ps.67 ayat 6).

Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkarandlgegaturan daerah sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan pemerintah (ps.68 ayat 1).

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Bab VI

Keuangan Daerah (Bab VII).

Perimbangan keuangan pusat dan daerah, ditetagksganl undang-undang (UU No.
25/1999) (ps.80).

Tatacara peminjaman pemerintah daerah ditetapkdmpamerintah (ps.81 ayat 4).
Pedoman pemberian insentif fiskal dan non tertéejpada daerah ditetapkan dengan
peraturan pemerintah (ps.83).

Pembentukan badan usaha milik daerah dan bada@a usiék desa dengan peraturan
daerah (ps.84 dan 108).

Pedoman pengelolaan barang daerah (ps.85).

Pedoman penyusunan, perubahan dan penghitungamaranggendapatan dan belanja
daerah (ps.86 ayat 4).

Peraturan perundang-undangan  tentang pedoman  dentapengurusan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dpser&i @yat 6).

Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan (Bab 1X).

Tatacara kerjasama daerah dengan lembaga/badzar didlgeri (ps.88 ayat 2).
Peraturan perundang-undangan tentang penyelesatsglipihan antar daerah(ps.89).

Kawasan Perkotaan (Bab X). Pedoman Pengelolaarskavgserkotaan (ps.91 ayat 3).

Desa (Bab Xl). Pengaturan masa jabatan kepala(pe$®).
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Pembinaan dan Pengawasan (Bab XIl). Pedoman peanmbirdan Pengawasan

penyelenggaraan otonomi daerah (ps.112 ayat 2).

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Bab XIllI).

Ketentuan Lain-lain (Bab XIV).

Kedudukan ibukota negara RI (ps.117).

Otonomi khusus Timtim (ps.118 ayat 2).

Susunann organisasi, formasi, kedudukan, wewerfaalg, tugas dan kewajiban polisi
pamong praja (ps.120 ayat 2).

Peraturan perundang-undangan tentang tatacara lipamg&ekayaan instansi vertikal

menjadi barang daerah (ps.124 ayat 3).

Catatan Umum

Bagaimana pun undang-undang otonomi daeralhypakan produk hukum yang
mengatur pembagian kekuasaan, dari pemerintah ppadhd pemerintah daerah.
Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersabwia otonomi daerah adalah
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mendw@pentingan masyarakat
stempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasyarakat sesuai dengan praturan
perundang-undangan. Dimana wewenang tersebut? Tdatu pusat kekuasaan
(pemerintah pusat). Berarti, undang-undang ini sgaaemfasilitasi proses pembentukan
kekuasaan lokal yanglebih otoritatif. Jadi undandang bukan aturan yang membuka
ruang yang lebih lebar pada rakyat.

Secara negatif proses tersebut, sama arterygath terbentuknya penguasa lokal, atau
pembentukan raja-raja kecil, yang relatif otononaldin perspektif penguatan rakyat,
kondisi yang demikian, dapat dilihat sebagai sahgkah positif, yang bermakna bahwa
kontrol (reduksi kekuasaan). Apakah hal ini sudeda ldipandang sebagai proses yang
memadai? Tentu saja belum.

Apa yang dilukiskan reduksi kontrol kekuasdaspotik, harus ditindaklanjuti dengan
beberapa agenda besar dan strategis yang lain; Yattama, perlunya langkah-langkah

yang lebih sistematik, untuk memperkuat rakyat,skisnya melalui pendidikan politik
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dan pengembangan serikat-serikat rakyat yang imdigme Langkah ini diperlukan untuk
memproteksi kemungkinan proses konsolidasi elitalloyang pada gilirannya akan
muncul dengan watak yang sama dengan kekuasaah pieshua, perlunya kontrol
efektif pada kekuasaan lokal, dengan cara mengeykbanaturan-aturan daerah yang
benar-benar mencerminkann aspirasi rakyat.

Dua hal ini, merupakan langkah yang palinggpratis dari pilihan yang makin
terbatas. Pada intinya diperlukan dua langkah gplsalyang pada satu sisi memperkuat
rakyat dan di sisi lain meningkatkan kontrol, sertamperluas ruang atau arena bagi
rakyat. Dengan skema yang demikian, otonomi dabrsén dipandang sebagai transisi
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat: cita-cita yagigh dimunculkan jauh sebelum

proklamasi dibacakan.

Catatan Akhir:

Pada rejim totaliter, bukan saja tindakgang bisa mengantarkan seseorang
pengadilan politik, tetapi juga pikiran. Di masaebaru, begitu banyak orang (aktivis)
yang harus mendekam di penjara, hanya karena menthda atau karena mengikuti
sebuah diskusi. Tembok-tembok seperti mempunyang&l yang tidak lain dari
cerminan meluasnya kerja dinas intelegen, yang eveagj setiap gerak hidup rakyat.
Fakta banyaknya kasus-kasus daerah yang tidaklkdiadee DPRD, melainkan langsung
ke Jakarta (DPR), dapat dilihat sebagai bukti bameaang DPRD tidak bisa menjadi
saluran perjuangan kepentingan rakyat.

Yang dimaksud dengan kebijakan otonomi daerah hdbld No0.22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentangnBarigan Keuangan Pusat dan
Daerah.

Lihat beberapa prinsip dalam Tap MPR No. XV/MPR/&.99

Luas: keluasan daerah untuk menyelenggarakan peatgin yang mencakup
kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kemyanadi bidang politik luar
negeri (diplomasi), pertahanan keamanan, peraditameter dan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan aengeraturan pemerintah.
Disamping itu, keluasan otonomi mencakup pula kengan yang utuh dan bulat dalam

penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pek&sampengawasan, pengendalian
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dan evaluasi; Nyata : Keluasan daerah untuk menggigakan kewenangan pemerintah
di bidang tertentu yang secara nyata ada dan dkserl serta tumbuh, hidup dan
berkembang di daerah; Bertanggungjawab: Berupa ypgédan pertanggungjawaban
sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangad&elaerah dalam wujud tugas
dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalaencapai tujuan pemberian
otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejamemasyarakat yang semakin
baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilaan @¢gemerataan, serta
pemeliharaan, hubungan yang serasi antara pusatladaah serta antar daerah dalam
rangka menjaga keutuhan NKRI.

Terdapat dua perkembangan yang nampaknya tidasceeriPertama, adanya (peluang)
amandemen konstitusi, yang dalam hal ini akan gufaungkinkan mengamandemen
ps.18, atau bahkan mengenai bentuk negara. Keztdaptat kenyataan dimana sikap anti
pada Jawa sebagai suku yang dituding menjadi @énjejulai menyebar di pulau-pulau
besar, seperti Sumatera, Kalimantan, SulawesiJrdam Dari beberapa kasus kerusuhan
yang akhirnya menimbulkan eksodus warga Jawa- pkgaobali ke Jawa, merupakan
indikasi yang kuat. Kenyataan ini tentu menjadi at@s besar dalam merealisasi apa
yang disebut sebagai hubungan harmonis antar daerah

Lebih lanjut lihat pada bagian penjelasan UU Nd1299.

Issue masih terus bergulir sampai tulisan ini dibua

Hendak dikatakan bahwa sikap menerima tanpa daies, kkama halnya dengan
mengandalkan demokrasi bisa tumbuh dariakarsa R#itlahal dalam sejarah telah
ditunjukkan bahwa demokrasi tidak mungkin lahin ¢@baikan elit politik.
Masing-masing pada ps.38 (mengenai gubernur) dd6.ps

PAD pajak, retribusi, penerimaan dinas dan penemmainas dan penerimaan lain-lain.
Otonomi dalam konteks ini tidak dipandang sebagngj melainkan awal dari sebuah
proses panjang yang harus dilewati untuk mewujudkanokrasi dan keadilan. Otonomi
dapat dipandang sebagai proses emansipasi daasbeaigkeraman pusat. Bila otonomi
dapat dijalankan secara konsisten, maka prosesj#elga yakni penguatan rakyat akan

relatif lebih dimudahkan.
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BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASAR UU NOMOR 5 TAHUN 1974

A. Undang-undang No. 5/1974

Undang-undang ini, pada waktu pembahasasaja sudah mendapat tanggapan
yang beragam, terutama mengenai judul. Sebagiagotm@®PR mempersalahkan judul
Pemerintahan di Daerglyang tidak seperti sebelumnya berjuBelmerintahan Daerah,
meskipun pemerintah waktu itu tetap mempertahapkdnl Pemerintahan di Daerah
Alasannya, bahwa apabila dipergunakan judul RUUtaterPokok-Pokok Pemerintahan
Daerahtanpa katali, dikuatirkan nantinya akan menimbulkan kesimpangas dalam
pelaksanaannya sebagaimana telah dialami sebeluminysmna seolah-olah hanya asas
desentralisasi yang ditonjolkan. Dengan rumusan nidka sudah mencakup asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Adanya tanggapan tersebut dapat dimakkarena selain DPR merupakan hasil
Pemilu 1971 yang tentunya pula sebagai perwakikm loerbagai partai politik, juga
ungkapan judul tersebut sangat multi-interpretafiilka berpedoman pada konsep
pemerintahan ungkapanpemerintahan daeralbbermakna pemerintahan dalam arti luas
yang merupakan satuan pemerintahan kecil dalamrid{gsatuan Republik Indonesia
selain satuan pemerintahan pusat. Jadi adea indilcagliri dalam pengertian tersebut,
meskipun tidak terpisah dari pemerintahan pusanefara ungkapapemerintahan di
daerah selain memunculkan indikasi yang tidak mandineka hanya sebagai wakil
yang diadakan oleh pemerintah pusat, juga dapahdigra pemerintahan dalam arti
sempit yaitu hanya sebagai Pemerintah.

Kerancuan dalam pemakaian judul tersetarhyata berlanjut pula dalam
penempatan struktur pemerintahan daerah. UndargagndNo. 5/1974 tidak
menggunakan ungkapaemerintahan daeramelainkanPemerintah Daerahyang pada
dasarnya bermakna pemerintahan dalam arti sempit gabagai pelaksana bidang
eksekutif saja. Pemerintah Daerah terdiri dari Kef@aaerah dan DPRD. Struktur ini
dimaksudkan agar posisi Kepala Daerah sama tingdingvengenschikkehdiengan
DPRD dalam organisasi Pemerintah Daerah. Tetapinsebya pandangan tersebut tidak

argumentatif, karena menurut UUD 1945, DPR meskipaderajat dengan Presiden
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namun DPR bukan sama fungsinya dengan Presidegagisaksana bidang eksekutif,
apalagi menjadi bagian dari lembaga kepresidenan.

Akan tetapi, walaupun Undang-undang N&95%4 menempatkan DPRD menjadi
bagian dari pemerintah daerah, namun dibandingkamgah Undang-undang NO.
18/1965, Undang-undang ini lebih luas memberikaweveang maupun hak kepada
DPRD. Selain memiliki wewenang yang cukup signifikantuk menjalankan fungsi
legislasi bersama Kepala Daerah- sepertimenandataRgrda bersama Kepala Daerah-
DPRD juga memiliki beberapa hak yang meliputi haggaran, mengajukan pernyataan
pendapat, inisiatif, dan penyelidikan. Bahkan ledhani itu, DPRD lebih berperan dalam
proses pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah.

Distribusi hak dan wewenang tersebut Budipandang memadai untuk
mencerminkan adanya mekanisaiecks and balancesbagaimana yang diberikan oleh
UUD 1945 sebelum amandemen dalam hal distribusidaakwewenang bagi DPR dan
Presiden. DPRD sudah dapat menjalankan fungsi amggdan fungsi pengawasan
seperti adanya hak mengajukan pertanyaan, memidi@rakgan, mengadakan
perubahan, mengajukan pernyataan pendapat, dareljpi#sn. Adapun mengenai
proses pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah titlakrahkan kepada DPRD
sepenuhnya- DPRD hanya menyampaikan hasil pemitiaarsedikit-dikitnya dua orang
setelah sebelumnya dimusyawarahkan dan disepalaitaia antara Pimpinan
DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan MenteriDalam &tedpagi calon Gubernur dan
dengan Gubernur Kepala Daerah bagi calon Bupatikdfal sedangkan keputusan
terakhir barada di tangan Presiden bagi Gubernordddangan Menteri Dalam Negeri
bagi Bupati/Walikota- hal itu tidak dapat dipanda®apagai ketentuan yang bergeser dari
UUD 1945 karena DPR memang tidak berwenang untuiat@mkan proses pencalonan
dan pemilihan Presiden.

Namun jika dipandang dari ada atau tigakprinsip wewenang yang subordinatif
antara DPRD dan Kepala Daerah, pada dasarnya Uidemizang No. 5 Tahun1974
masih menganutprinsip tersebut. Memang prinsip rslibatif tidak ditemukan jika
hanya melihat dari posisi keduanya sebagai unsuepetah daerah. Oleh karena, dalam
hal ini, DPRD tidak bertanggung jawab kepada Kefsarah, begitu juga sebaliknya.
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Jikapun masih ditentukan adanya bentuk pertanggwadjan Kepala Daerah kepada
DPRD, maka pertenggungjawaban tersebut hanyaldetieikprogress report

Prinsip wewenang yang subordinatif teuselikan kelihatan ketika Kepala Daerah
berposisi sebagai kepala wilayah atau Penguasagéudg daerah. Wewenang sebagai
Penguasa Tunggal di daerah cukup menjadi alasarkgkuasaan Kepala Daerah berada
di atas kekuasaan DPRD. Dengan posisi sebagaiskeplalyah atau Penguasa Tunggal
di daerah, Kepala Daerah memegang andil besar dalases pemberhentian anggota
DPRD. Indikasinya dapat dilihat dalam Pasal 35,waalapabila ternyata DPRD |
melalaikan atau karena sesuatu hal tidak dapatataskgn fungsi dan kewajibannya
sehingga dapat merugikan daerah atau negara, lsetendengar pertimbangan
Gubernur, Menteri Dalam Negeri menentukan caraibzge hak dan kewajiban DPRD
itu dapat dijalankan. Begitu juga bagi DPRD Il, a&arang dimaksud dilakukan oleh
Gubernur setelah mendengar pertimbangan Bupatikdtalyang bersangkutan.

Pertimbangan Kepala Daerah tersebut $apghtis sifatnya, dapat saja ia
memberikan pertimbangan kepada Menteri atau Gubdsabwa seseorang anggota
DPRD telah melalaikan atau tidak menjalankan fungin kewajibannya dan oleh
karena itu dapat diberhentikan, padahal mungkingatag DPRD yang bersangkutan
terlalu kritis (vokal) terhadap kebijakan Kepala eb@h sehingga dipandang dapat
menggangu tindak tanduknya.

Selain itu, dengan alasan demi pembin&atentraman dan ketertiban di
wilayahnya, demi pembinaan ideologi negara darnibalalam negeri serta pembinaan
kesatuan bangsa, demi bimbingan dan pengawasaradégrh penyelenggaran
pemerintahan daerah, atau demi jaminan terhadapankaran penyelenggaraan
pemerintahan, Kepala Daerah dapat memberikan peatigan pemberhentian atas
seseorang anggota DPRD. Di sinilah sulithya poBIBRD, menurut Syufri Helmi
Tanjung, karena sebagai bagian dari pemerintahadagada kenyataannya harus
bertanggung jawab terhadap segala kebijakan Kdpadsiah sebagai Penguasa Tunggal
dan Administrator Pembangunan.

Memang pertimbangan Kepala Daerah bets¢idak sekaligus menjadikan
Menteri Dalam Negeri atau Gubernur-sesuai dengangkdtannya-langsung

memberhentikan seseorang anggota DPRD. Namun agantyanbangan tersebut dapat
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menjadi alasan kuat bagi Menteri Dalam Negeri &abernur untuk menganjurkan pada
pimpinan partai politiknya agar mengganti anggoRRD yang bersangkutan. Jelasnya,
dengan kedudukan Kepala Daerah sebagai PenguasmaluPRD-lah yang harus
mengikuti kebijakan-kebijakan Kepala Daerah, dimsalah satu konsekuensi dari tidak
mengikuti kebijakan tersebut adalah diberhentikam kkanggotaan DPRD.

Adanya wewenang Kepala Daerah yang slimetif tersebut tidak sesuai atau
telah bergeser dari prinsip UUD 1945. Oleh karerenumut UUD 1945, meskipun
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, namtiarus memerhatikan sungguh-
sungguh suara DPR. Dewan ini tidak bisa dibubadtah Presiden tapi dewan ini dapat
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presidetenti@n ini jelas menunjukkan
bahwa kedua lembaga merupakan lembaga yang sdddeajatidak ada ditentukan
adanya wewenang subordinatif diantara keduanya.g&®endemikian, terjadinya
pergeseran dalm distribusi kekuasaan antara DPRDKdpala Daerah, memang telah
dimungkinkan oleh Undang-undang No. 5/1974, yakwdt adanya ketentuan untuk

memperkuat posisi Kepala Daerah sebagai Penguasmdiudi Daerah.
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Kedudukan DPRD menurut UU No 5/1974 dan UU No 22/1999

Menurut UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokeknerintahan di Daerah, DPRD dan
Kepala Daerah adalah Pemerintah Daerah (pasal 48 13y Artinya, DPRD adalah
bagian dari eksekutif, yang tugasnya lebih meng&ararkebijakan-kebijakan Kepala
Daerah daripada memperjuangkan kepentingan masyarBk sisi yang lain adalah
kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa anggotRDerdiri dari wakil-wakil partai
yang dipilih oleh rakyat dalam Pemilu. KonsekueyainDPRD harus memperhatikan
dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pemalihny

Dengan demikian sebenarnya UU No. 5/197&htelenempatkan DPRD pada posisi
yang sulit. Di satu sisi sebagai bagian dari Pamun Daerah ia harus bersatu kubu
dengan Kepala Daerah, sedang di sisi lain sebaghil wang dipilih rakyat ia harus
berpihak pada rakyat. Sementara antara kepentnagigat dan kehendak Kepala Daerah
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seringkali tidak sejalan. Jika ada konflik kepegén seperti itu, maka DPRD selalu
menjadi bumper, siap dicaci rakyat ketika harus ihaknKepala Daerah. Posisi DPRD
semakin tejepit dengan posisi ganda Kepala Daanf gekaligus Kepala Wilayah atau
sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah mempunyai banyak kiat unteknivuat DPRD bisa menjadi mitra
kerja yang manis. Memperhatikan kesejahteraan aagign pimpinan Dewan dengan
uang kehormatan yang pantas, mobil dinas, rumadsduoan sesekali studi banding ke
luar negeri, merupakan cara yang sudah lumrahuktak Oleh karena itu masyarakat
sering kecewa dan tidak puas dengan kinerja wakiHwpartai itu, karena merasa
kepentingannya tak pernah digubris. Tapi apa badidta, kesalahan bukan pada DPRD,
UU menempatkan DPRD pada posisi seperti itu.

Dengan UU No 22/1999 dan UU No. 32/2004ukietkan DPRD lebih jelas sebagai
badan legislatif daerah. Sedangkan eksekutif Datnatiri dari Kepala Daerah dengan
perangkat Daerah Otonom yang lain (pasal 1 butibbhgan demikian maka DPRD dan
Kepala Daerah beserta perangkatnya berada padadliedu yang berbeda dan
berhadapan. Yang menjadi permasalahan adalah,lapakgan posisinya yang baru ini,
DPRD akan dapat menciptakan Pemerintahan Daeraly iebih demokratis dari
sebelumnya, dan apakah aspirasi masyarakat benar-b#gapat diangkat dalam
kebijakan-kebijakan yang diambil.

Pemerintah Daerah dalam Peraturan Perundangan

Untuk memahami pelaksanaan PemerintaharaBaecara lengkap, jelas, dan utuh,
tak banyak diperoleh rujukan dari UUD 1945 selakoniser hukum di Indonesia. Di sana
hanya ada satu pasal yang menyinggung Pemerin@dharah, yaitu pasal 18 dengan
penjelasannya yang sangat singkat saja, yang antmgngandung 6 pokok [pikiran
berikut ini:

Wilayah RI akan dibagi ke dalam provinsi yang kerandakan dibagi lagi menjadi
daerah-daerah yang lebih kecil.

Daerah-daerah itu tidak bersifat sebagai staat.

Daerah-daerah itu dapat berupa daerah otonom damniatratif belaka.

Daerah itu mempunyai pemerintahan.
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Dalam membagi wilayah Indonesia serta menentukamtuke dan struktur
pemerintahannya harus dilakukan berdasar UU.

Pembagian wilayah dan penentuan struktur pemegdntaérsebut di atas terutama di
daerah-daerah otonom, dilakukan dengan menging&nsi permusyawaratan dalam

pemerintahan negara dan hak asal-usul daerah yasiab istimewa.

Terkait dengan butir kelima, yaitu tentapgnentuan bentuk dn struktur
Pemerintahan Daerah harus dilakukan dengan UU, ted&la diterbitkan 10 peraturan
perundangan, yaitu:

UU No. 1/1945 (berlaku 3 tahun);

UU No. 22/1948 (berlaku 9 tahun);

UU No. 44/1950 (berlaku 7 tahun);

UU No. 1/1957 (berlaku 2 tahun);

Penpres No. 6 /1959;

Penpres No. 5/1960 (berlaku 6 tahun);

UU No. 18/1965 (berlaku hanya beberapa bulan);
UU No. 5/1974 (berlaku 25 tahun);

UU No. 22/1999 (berlaku 5 tahun);

UU No. 32/2004 (berlaku hingga sekarang).

Otonomi dalam UU. 22/1948 yang berlaku di dawladura, sumatera, dan
Kalimantan. Otonomi dalam UU No. 44/1950 berlakuSdiawesi, Maluku, dan NTT.
Kedua UU itu menganut sistem otonomi materiil, ygembagian tugas antara Pusat dan
Daerah dirinci secara tegas. Artinya, yang menjagdsan rumah tangga daerah hanya
meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu persktin OU. Ada juga yang berpendapat
kedua UU itu menganut otonomi formil. Tidak adahgelaan sifat antara urusan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pentef@arah Optonom. Klaupun ada
pembagaian tugas antara kduanya, itu dilakukan @¢dasmbangan rasional dan segi
praktisnya. Artinya, pembagian tugas itu tidak degekan oleh [perbedaan sifat materi
yang diatur melainkan kerena keyakinan bahwa képgart Daerah dapat lebih baik dan

berhasil jika diselenggarakan oleh Daerah itu seddri pada oleh P
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usat.

Sementara itu, UU No. 1/1957 menurut begberorang dianggap menggunakan
perpaduan antara sistem otonomi materiil dan foatail yang kemudian dikenal dengan
sistem rumah tangga yang riil, yaitu otonomi yamdpadarkan pada keadaan dan faktor-
faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoniantagas dengan kemampuan dan
kekuatan, baik dalam daerah itu sendiri maupun alempgmerintah Pusat. Sistem yang
sama, yaitu otonomi riil yang seluas-luasnya, jdg@emukan dalam Penpres No. 671959
dan UU No. 8/1965 (Abdurrahman, 1987:17

Di awal Orde Baru, diperdebatkan apakala#aaerah diberikan otonomi seluas-
luasnya atau dalam batas-batas tertentu. TAP MPBRSXXI/MPRS/1966 kemudian
memberikan otonomi seluas-luasnya kepada DaeralakUb semua urusan diserahkan
kepada Daerah berikut semua aparatur dan keuarkgaoali hal-hal yang bersifat
Nasional yang akan diatur dan ditentukan dengar{pdidal 2).

Tahun 1973 terjadi lagi perubahan pandangatang konsep otonomi yang diberikan
pada daerah. Dalam GBHN tahun 1973 dinyatakan batelem rangka melancarkan
pelaksanaan pembangunan di sekluruh pelosok negaralalam membina kestabilan
politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yaragisantara pemerintah pusat dan
daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diargtdda pelaksanaan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang daeajamin perkembangan dan
pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sag@ndgekonsentrasi. Dari bunyi
GBHN ini jelas bahwa otonomi yang diberikan sekatipmyata, tapi tangan pusat masih
kuat mencengkeram daerah.

Prinsip penggunaan otonomi yang nyata lkdartanggung jawab ini kemudian
dituangkan dalam UU No. 5/1974 yang berlaku di negai selama 25tahun. Dalam
penjelasan umum angka 1 huruf e, hal itu dinyatademgan tegas bahwa prinsip yang
dipakai bukan lagi otonomi riil yang seluas-luasntetapi otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab. Sekalipun demikian, dalam meanékan sistem otonomi daerah,
UU No. 5/1974 itu sendiri tidak menyebut tentangtesn otonomi tersebut. Ini
disebabkan karena otonomi yang nyata dan bertagggweb itu dipandang sebagai

salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daeSafarfito, 1984, 73). Begitu juga
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dalam pasal 7 misalnya, meskipun judul pasalnygergerotonomi daerah, tapi yang
disebutkan hanyalah kewenangan dan kewajiban Dawealgatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri sesui dengan peraturan perundaagg berlaku.
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Kewenangan Daerah M enurut UU No. 5/1974

Menurut UU ini, otonomi daerah adalah halewenang, dan kewajiban daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau disskbbgai penyelenggara “self
government”. Adapaun penyelenggaraan pemerintahaDadrah didasarkan pada 5
prinsip, yaitu:
Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah haoanjang perjuangan rakyat,
yaitu memperkokoh negara kesatuan dan mempertitiggkat kesejahteraan rakyat
Indonesia seluruhnya;
Merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
Asas desntralisasi dilaksanakan bersama-sama desgandekonsentrasi dan memberi
kemungkinan juga bagi pelaksanaan asas tugas pamhban
Mengutamakan aspek keserasian dan pendemokrasian;
Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengghea pemerintahan di daerah,
terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanandakepasyarakat untuk
meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesabangsa.

Dari 5 prinsip ini jelas kelihatan bahwalgksanaan otonomi daerah masih
membatasi kewenanganh daerah oleh Pusat dengampameasas dekonsentrasi dan
tugas pembantuan. Pembatasan kewenangan ini jyga ddéihat dalam bunyi pasal 8
UU No. 5/1974 tentang penyerahan urusan yang gkatadengan Peraturan Pemerintah
(PP), yang sampai saat tidak diberlakukannya UUmasih banyak PP yang belum
dibuat, sehingga penyerahan urusan tidak terlaksepanuhnya. Begitu juga pasal 9
tentang penarikan kembali urusan yang telah diaerkepada Daerah. Kedua pasal ini

menunjukkan bagaimana otonomi membuat Daerah tidakom sepenuhnya.Keadaan
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lebih parah lagi manakala urusan yang dioserahdwanydta tidak sesuai dengan kondisi
daerah.

Sampai dengan dicabutnya UU No. 5/1974 masih 17 dari 41 Peraturan
Pelaksanaan yang belum ditindaklanjuti, yaitu:
Pasal 4 ayat 1 : Perubahan Batas, Ganti Nama D&eR);
Pasal 8 ayat 1 : Penyerahan Urusan (PP);

Pasal 9 : Penarikan Urusan (Perat. ReSEL RI);
Pasal 12 : Medebewind (Perat. Per-UU-an);
Pasal 27 : Anggota, Pimpinan, Sumpah DRBRD);

Pasal 29 ayat 3: Hak Angket DPRD (UU);

Pasal 33 ayat 2: Tindak Kepolisian terhadap AngB&®&D (UU);

Pasal 46 ayat 3: Badan Pertimbangan Daerah (Peage)d

Pasal 54 ayat 2: Pembinaan Pegawai Negeri DiparkamiPer-UU-an);

Pasal 56 : Penyerahan Pajak Negara pagi@aDé8JU);

Pasal 57 : Hubungan Keuangan Pusat daraDéeU);

Pasal 59 : Perusahaan Daerah (UU);

Pasal 72 ayat 4: Kota Administratif (PP);

Pasal 75 : Pembentukan, penghapusan, katagan Ibukota wilayah (PP);

Pasal 86 ayat 2: Polisi Pamong Praja (PP);
Pasal 86 ayat 3: Polisi Pamong Praja (Permendagri);

Pasal 89 : Organisasi, hub Kerja peranBkaterintah Daerah (PP).

Belum ditindaklanjutinya ketentuan-keteartuini bisa dipastikan kewenangan
Daerah untuk berotonomi mengatur dan mengelola muaragganya sendiri seperti yang
dimaksudkan oleh UU No. 5/1974 belum dapat terperBiikan hanya terkesan tarik-
tarikan kewenanganh antara Pusatdan Daerah, tgpirgbutan rejeki. Sementara itu
DPRD dikebiri dengan tidak dapat dilakukannya hakkat, karena UU nya belum
pernah dibuat oleh DPR selama 25 tahun.

Kewenangan Daerah yang terbatasi ini tampeialis dalam proses pengesahan
Peraturan Daerah. Setelah rancangan Perda dibaftas bleh DPRD dalam beberapa

tahapan dan disepakati untuk dijadikan Perda, madgierlukan pengesahan oleh
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Pemerintah atasnya. Jika peran itu menyangkut pajak retribusi daerah, maka
pengesahan harus dilakukan oleh Pusat (Depdagmhefntah pusat dapat menolak,
memberi catatan/revisi, atau menyetujui. Denganpcaintangan Pusat seperti ini bisa
dipastikan banyak Perda yang semula sudah diba®DDdengan memperhatikan
kepentingan daerah/masyarakat setempat, ketikaldiayp Pusat dengan revisi menjadi
sesuatu yang aneh bagi daerabh.

UU No. 5/1974 memang jelas telah membatasiekhangan Daerah, tapi lebih tragis
lagi adalah terpasungnya kewenangan DPRD yang kadalah mitra Kepala Daerah.
Sekalipun pasal 13 ayat 1 secara tegas menyebbttama Pemerintah Daerah adalah
Kepala Daerah dan DPRD, tapi dalam praktek jelagkalsebahwa DPRD
tersubordinasikan Kepala Daerah. Hal ini mudah denth karena beberapa alasan.
Pertama, kepala daerah lebih menguasaui masalddedihnya daripada DPRD, karena
ia memiliki staf ahli yang profesional dalam berdiajidang. Kedua, dalam hal dana,
DPRD bergantung pada Kepala Daerah (eksekutiflinggh secara moril dia kalah
berhadapan dengan Kepala Daerah. Ketiga, anggd@®@ibatasi masa baktinya hanya
5 tahun(bisa diangkat kembali jika pemilu berik@tmpartainya memperoleh suara cukup)
dan setiap tahun mengalami rotasi pada setiap kore&hingga kurang punya
kesempatan mendalami bidang tugasnya secara mmodesiKeempat, Kepala Daerah
sebagai mitra DPRD, selain berkedudukan sebagal&epaerah Otonom, dia juga
sebagai Kepala Wilayah yang merupakan kepanjarageggah Pemerintah Pusat. Dalam
kedudukannya seperti ini mudah dimengerti jika Kapaaerah menjadi lebih tinggi
kedudukannya ketimbang DPRD.

Itulah sebabnya, selama pemerintahan Ouwte, Bhampir semua Raperda berasal
dari Kepala Daerah (beserta stafnya). Bahkan diapbedaerah ditemukan bahwa untuk
menyusun Perda, secara teknis perundang-undanddRD Oingkat 11 banyak dibantu
oleh Bagian Hukum Pemda Tingkat Il. Jika Raperdmdaatang dari Kepala daerah, saat
menyusun dibantu oleh staf kepala Daerah, dandsaatlangkan di Lembaran Daerah
yang berperan juga Kepala daerah, maka tidak meggken jika kala itu DPRD dijuluki
“tukang stempel”. Menyakitkan memang, tapi ituladng terjadi. DPRD hanya sebagai
pelengkap penderita dalam Pemerintahan Daerahdzerdd) No. 5/1974.
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Kewenangan daerah mengurus daerahnya séiddkidapat sepenuhnya dilakukan.
Karena menurut UU No. 5/1974, otonomi ditetapkerihlesebagai kewajiban daripada
hak. Sementara kedudukan Kepala Daerah dalam msyatisebagai Kepala Wilayah,
menjadi penguasa tunggal di bidang pemerintahan pganbangunan. Ini berarti dia
harus mempertanggungjawabkannya pada Pemerintaft, Prestu Presiden melalui
Mendagri, bukan kepada DPRD. Rangkap kedudukargaeB&pala Daerah dan Kepala
Wilayah dalam diri satu orang, bukan hanya menikdoul kerancuan tapi juga
memperlemah DPRD. Setiap terjadi perbedaan pendepata DPRD dengan Kepala
Daerah hampir selalu dimenangkan Kepala Daerah yaakgligus sebagai Kepala
Wilayah dengan dalih demi kepentingan Nasional yaiigmanatkan oleh Pusat.
Bagaimana pengaturan perbedaan pendapat sepesama sekali tidak diatur oleh UU
No. 5/1974.

Kedudukan DPRD dari waktu ke Waktu

Kedudukan dan wewenang DPRD menurut karsstidi Indonesia mengalami
pasang surut. Pada awal kemerdekaan, UU No. 1/¥84§ diterbitkan tanggal 23
November 1945 menyebutkan DPRD yang saat itu beanBadan Perwakilan Rakyat
Daerah (BPRD) dipimpin oleh Kepala Daerah. BPRDweaang memilih badan
eksekutif yang juga dikepalai oleh Kepala Daeramngysekaligus adalah aparat Pusat.
Jadi sangat jelas bagaimana sangat lemahnya kealudDRRD saat itu, begitu pula
kewenangannya.

Tahun 1948, dengan diterbitkannya UU No/1228 barulahy kedudukan dan
kewenangan DPRD terangkat pesat. Berdasarkan wuhalasng ini DPRD memegang
kekuasaan pemerintah Daerah. Di sana disebutkamabBemerintah Daerah terdiri dari
DPRD dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) yanguhkeieh Kepala Daerah, dan
kekuasaan Pemerintah Daerah ada di tangan DPRAn&eth DPD bertanggung jawab
kepada DPRD. Ini berarti kedudukan DPRD lebih tirggipada Kepala Daerah.

Penetapan Presiden No. 6/1959 kemudian geeogoti kewenangan DPRD, karena
dalam Penpres ini disebutkan bahwa Kepala Daedak tagi bertanggungjawab kepada
DPRD. Bahkan Kepala Daerah dinyatakan sebagaiDsatah dan Pusat. Dengan ini
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maka tersirat bahwa DPRD berada di bawah Kepalarabakarena kedudukannya
sebagai alat pusat.

UU No. 6/1959 yang kemudian terbit, mepktm bahwa DPRD dan Kepala
Daerah adalah Pemerintah Daerah. Mensejajarkan Dd&RBan Kepala daerah sebagai
mitra, bukan berarti mengangkat lembaga ini padaispoyang lebih baik dalam
Pemerintahan Daerah, tapi justru melepaskan lembadari fungsinya sebagai institusi
demokrasi di Daerah.

Pensejajaran antara DPRD dengan Kepala BDaeaaih dilanjutkan dalam UU No.
5/1974, meskipun Kepala Daerah dipilih dan dicatonloleh DPRD. Tak adanya
pemisahan yang jelas antara lembaga eksekutif efgisldtif di daerah ini bukan saja
mengaburkan fungsi dan peran kedua lembaga itujug@ meniadakan sistem kontrol
terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Akimtasb Pemda tidak pernah
dipertanyakan. Tiadanya sistem Check and balaetas memungkinkan Kepala Daerah
tidak mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepaasyarakat yang dipimpin
melalui wakil-wakil mereka di DPRD.

Lahirnya UU No. 22/1999 meniupkan angin asegada Daerah. Dalam
pertimbangannya, UU ini menyebutkan bahwa penyegl@ran otonomi daerah
diperlukan antara lain untuk lebih menekankan pgirdemokrasi, dan meningkatkan
peran serta masyarakat. Begitu pula dalam pasaltit lo dijelaskan bahwa otonomi
daerah merupakan kewenangan daerah otonom untukgatnendan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsdiriseberdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-ardaBginyi pasal 1 UU No.
22/1999 ini merupakan perubahan yang mendasamatas 1 butir ¢ UU No. 5/1974.
Jika dalam UU No. 5/1974 yang diatur dalam otondaerah adalah rumah tangganya,
maka dalam UU No. 22/1999 yang diatur dan diurdaddkepentingan masyarakat. Ini
sesuai dengan maksud penyelenggaraan otonomi datrakendiri, yang harus
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi (MR No. XV/MPR/1998).

Dalam sisitemm yang demokratis, menurut Robahl rakyatlah yang memberi
kedaulatan. Secara spesifik, demokrasi membukapgltakyat mendapatkan pemimpin

yang ligitimate, artinya rakyat diberi kesempatartuk menerima atau menolak orang-
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orang yang akan memerintah mereka (Ryaas, 1996&¢€M3in itu dalam demokrasi ada
peluang yang lebih besar bagi masyarakat untubatdalam pembuatan kebijakan.

DPRD sebagai lembaga legislatif Daerah yanggata-anggotanya dipilih oleh
masyarakat di daerah, merupakan tumpuan masyagéaaspirasinya diakomodasikan.
Peluang untuk itu dibukakan pintu lebar oleh UU R#&/1999. Dalam pasal 22 butir c, d,
dan e secara tegas dinyatakan bahwa DPRD mempkmewyajiban membina demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, metkagk&esejahteraan rakyat di
Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatien menyalurkan aspirasi,
menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, sertafasigtasi tindak lanjut
penyelesaiannya. Dengan pasal ini demokratisasepetahan di Daerah terbuka lebar.
Masalahnya terpulang pada kemauan dan iktikad para wakil rakyat itu nsendiri.
Partisipasi masyarakat di daerah tak ada masalaneld sangat santer menyuarakan
keinginann pada para wakilnya, lantaran kesadamditikpmasyarakat daerah sudah
cukup tinggi.

Dengan kewenangan yang dimiliki, DPRD dapahgontrol kinerja eksekutif agar
terwujud good governance seperti yang diharapk&gata Demi mengurangii beban
masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk megkas biaya yang tak perlu,

dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Kesimpulan

Dikeluarkannya UU No. 22/1999 telah membdanyak perubahan pada
pelaksanaan otonomi daerah, karena kedudukan DR&dk tagi menjadi bagian
Pemerintah Daerah, tapi sebagai Badan Legislatdr&a Ini berarti peluang untuk
menciptakan demokrasi di daerah terbuka lebar,riteygan masyarakat setempat dapat
lebih terwadahi, dan potensi daerah dapat dimatdaatecara optimal. Campur tangan

Pusat sudah banyak dikurangi, sehingga daerah nedoialiri.
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Otonomi daerah menyebabkan setiap daenals ldapat membiayai dirinya, karena
Dana dari Pusat terbatas sekali. Untuk itu ia haresingkatkan PADnya yang akhirnya
membebani masyarakat dengan intensifikasi danredtfiteasi pajak dan retribusi daerah.
Lebih menyedihkan lagi bila penggunaan dana tetdetak ada kaitan langsung dengan
kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata cemglenemindahkan korupsi dari pusat ke
daerah dan menciptakan raja-raja kecil di daemihdisebabkan karena kewenangan
DPRD yang besar itu tidak digunakan untuk kepeatingakyat, melainkan untuk diri
sendiri. Praktek money politics bukan lagi rahasghingga pertanggungjawaban KDH
seringkali lolos dengan mulus dihadapan DPRD. &eril“aji mumpung” di kalangan
anggota DPRD dilatarbelakangi oleh rasa kurangagerdiri, sehingga merasa tidak ada
jaminan dirinya terpilih kembali dalam pemilu yamafian datang. Akibatnya fungsi
kontrol tidak berjalan, dan clean governance dralasulit terwujud.

Pelaksanaan otonomi daerah cenderung niakaip egoisme daerah yang tinggi
dan cenderung melupakan kerangka yang lebih bgs#iy Negara Kesatuan yang
wujudnya adalah Pemerintah Pusat. Campur tangaat Rlisdaerah memeng harus
dibatasi, tapi bukannya dihilangkan sama sekaia Jni tidak dapat dilakukan dalam
pelaksanaan otonomi daerah, maka disintegrasi manjadi ancaman, terutama di saat
Pemerintahan Pusat lemah.
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